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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya
manusia memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang mampu memainkan peranan tersebut adalah
yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan
perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada
negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan
tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi
perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Pemerintah
memerlukan ASN yang berkarakter, memiliki akuntabilitas,
nasionalisme yang tinggi, etika publik yang luhur, memiliki komitmen
mutu, dan anti korupsi. Dalam rangka menciptakan sumber daya ASN
yang memenuhi nilai-nilai tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan
sumber daya manusia salah satu caranya melalui pendidikan dan
pelatihan (diklat).

Merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) UU ASN, Calon PNS
wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses
pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang serta untuk membangun
dan menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA vyaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam
diri seorang ASN dengan memadukan pembelajaran klasikal dan non
klasikal di tempat pelathan dan di tempat kerja sehingga
memungkinkan calon PNS mampu menginternalisasi, menerapkan,

dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan



(habituasi) di unit organisasi dimana calon PNS bekerja, dan
diharapkan calon PNS dapat menciptakan Inovasi dan ide gagasan
yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilai tambah bagi
organinsasi tersebut. Dalam melaksanakan proses habituasi tersebut
calon PNS juga dituntut untuk dapat membuat rancangan Inovasi
yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilai tambah terhadap
organisasi.

Dalam hal ini unit kerja penulis ialah Inspektorat | yang
merupakan unit pengawasan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Inspektorat | memiliki 13 orang auditor yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya, salah satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah
Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu,
diantaranya ialah kegiatan reviu atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun 2015
tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian
Negara/Lembaga, reviu laporan keuangan ialah kegiatan penelaahan
atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan
K/L yang harus dilakukan oleh auditor sebagai Aparat Pengawasan
Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk
memberikan  keyakinan terbatas bahwa  akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang berkualitas.

Penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan oleh pereviu
merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi
pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan K/L. Namun dari hasil
pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan semester | dan

semester |l tahun 2017 dan 2018, serta wawancara yang dilakukan



terhadap auditor inspektorat |, kertas kerja reviu yang disusun dalam
rangka reviu laporan keuangan belum terdapat keseragaman. Hal ini
dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi pada saat
melaksanakan reviu seperti keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan
waktu, alokasi penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun
laporan keuangan. Didasarkan pada hal tersebut penulis berniat
memilih rancangan aktualisasi Optimalisasi Kegiatan Reviu Atas
Laporan Keuangan Melalui Penyusunan Format Kertas Kerja

Terstandar Di Lingkungan Inspektorat | Setjen Dan BK DPR RI.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018;

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara No
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedomn Reviu Atas
Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.255 /PMK.
09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan

Kementerian Negara/ Lembaga.



BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. VISI MISI UNIT KERJA

Ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 2015 dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terbentuknya
Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal setingkat eselon
I, serta Inspektorat | dan Inspektorat Il yang setingkat eselon II,
merupakan salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan internal
dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian.

ViSi:

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen,
Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan
Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

MISI :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional

dan Kompeten.



B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN & BK DPR Al

Total Jabatan Struktural : 7

=N TotalAﬁ.ditor 23

Total Pengadministrasian : 17

iy ass ey 32 Jh U8

Gambar 1 Struktur Organisasi

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252,
Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;

2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;

3. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

4. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya;



5. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

6. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya, Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas Auditor mempunyai fungsi;
1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas
aspek keuangan tertentu;
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk
tujuan tertentu;
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit
khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan
evaluasi;
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan
pemantauan;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan
pengawasan lain;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka
membantu melaksanakan kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.



BAB Ili
RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU

Isu-isu yang ditemukan di Inspektorat | Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI, antara lain sebagai berikut:

j

Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR RI
Belum terstandar.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah
satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas-
tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya ialah
kegiatan reviu atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri
Keuangan No. 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas
Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga reviu Laporan
keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian Laporan Keuangan K/L oleh auditor Aparat
Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang
kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi dan Laporan Keuangan K/L telah
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam
upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan
LK K/L yang berkualitas.

Dengan penerapan SAP berbasis akrual, komponen laporan
keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian
Negara/Lembaga terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, dan Catatan atas LaporanKeuangan (CalLK). Untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan



negara, Laporan Keuangan K/L harus dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAi), disampaikan secara tepat waktu, disusun
dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan
harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Reviu
Laporan Keuangan DPR RI sendiri dilaksanakan tiga kali dalam
satu tahun anggaran.
Tujuan reviu atas laporan keuangan sendiri adalah untuk:
a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan
penyajianLK K/L; dan
b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dankeabsahan informasi LK K/L serta
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai
dengan SAP kepada Menteri/PimpinanLembaga,

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.255
/PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga penyusunan kertas kerja reviu
laporan keuangan oleh pereviu merupakan bagian dari
pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK

K/L, dan harus menjelaskan mengenai:

a. pihak yang melakukan reviu (Aparat Pengawasan Intern atau
pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang
setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga);

b. tingkatan unit akuntansi yang direviu (UAKPA, UAPPA-W,
UAPPAE1 atau UAPA);

c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK K/L
(LRA,LO, LPE, Neraca, dan CaLK) yang direviu;

d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang
dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

e. hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta

komentar pereviu.



Selain sebagai pertanggungjawaban pereviu, kertas kerja juga
digunakan untuk menjamin pengendalian mutu atas reviu Laporan
Keuangan K/L. Penyusunan KKR dilakukan pada saat
pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan
dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu
dan pelaksanaan reviu atas LK K/L periode berikutnya.
Secara umum tujuan penyusunan kertas kerja adalah

a. Pendukung Laporan
Dokumentasi Informasi
Identifikasi dan dokumen temuan
Pendukung pembahasan

Media reviu pengawas

-

Bahan pembuktian
Referensi

> Q@

Pembantu auditor eksternal

i. Dan sarana pengendali mutu.

Seperti diketahui kegiatan Reviu atas laporan keuangan
merupakan salah satu tugas fungsi dari auditor inspektorat utama,
namun dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan
keuangan semester | dan semester |l tahun 2017 dan 2018, serta
wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat |, kertas
kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan
belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa
kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti
keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi
penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan
keuangan.

Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip
penyusunan kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan
diantaranya kertas kerja harus relevan, sesuai dengan program
kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan

harus seragam.
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2. Belum adanya system reward and punishment yang ada di

lingkungan Inspektorat | Setjen dan BK DPR RI.

Dalam peningkatan kinerja auditor dan mendorong pencapaian
yang maksimal dan menghindari kinerja yang kurang optimal.
Diperlukan suatu pendorong diantaranya pemberian reward
sebagai apresiasi terhadap prestasi dari kinerja auditor berupa
diberikan keleluasaan untuk bimbingan teknis dan ditambahkan
dalam peluang untuk mendapatkan pelatihan yang menambah
kompetensi, serta pemberian punishment jika dirasa kinerja dari
auditor tersebut kurang optimal. Kondisi yang diharapkan dengan
adanya system reward and punishment sehingga terwujudnya
kinerja auditor yang baik, andal serta professional. Dampak yang
dirasakan jika tidak diterapkanya system reward auditor Dengan
tidak diterapkannya system ini maka kurangnya motivasi auditor
dalam peningkatan kinerjanya yang mendorong kearah kinerja

yang lebih baik.

3. Belum terdapat format baku terkait form permintaan

data/dokumen audit kepada audetee.

Dalam peningkatan kualitas kegiatan audit dan mendorong
pencapaian yang maksimal, serta menghindari kinerja yang yang
kurang optimal, diperlukan suatu koordinasi yang baik diantaranya
auditor dan auditee. Salah satu tahapan audit yang memerlukan
koordinasi yang baik ialah pada saat permintaan dokumen kepada
auditee. Saat ini belum terdapat bentuk baku dalam permintaan
data/ dokumen pendukung kegiatan audit.

Diharapkan dengan adanya bentuk baku form permintaan data/
dokumen pendukung kegiatan audit ini dapat memudahkan
koordinasi antara auditor dengan auditee, dan dapat mendukung
kelancaran kegiatan audit itu sendiri, dan juga dapat digunakan

sebagai identitas dari inspektorat .
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B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Dalam pemilihan isu prioritas terkait dengan rancangan
aktualisasi ini penulis menggunakan teknik USG yaitu teknik Urgency,
Seriousness, dan Growth. Teknik USG sendiri adalah salah satu alat
untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya
dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan
isu dengan menentukan skala nilai 1 — 5 . Isu yang memiliki total skor
tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya maka akan
dijelaskan isu prioritas yang di pilih menggunakan teknis USG sebagai
berikut:

1. Urgency artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera
dibahas, dianalisis dan ditindak lanjuti.

2. Seriousness artinya seberapa Seberapa serius isu tersebut
perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan
penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu
tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain
kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti
bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat
menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila
dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

3. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu

tersebut jika tidak ditangani segera.

Isu yang dipilih sebagai prioritas adalah isu yang pertama yaitu
Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR RI
Belum terstandar. Dalam menganalisa isu-isu yang muncul diatas
akan dilakukan analisa penetapan prioritas isu menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness dan Growth) sperti dijelaskan tabel

dibawah ini:
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Tabel 1 Tabel USG

Kriteria

o Urgensi | Seriousness | Growth Total | Rangking

. Belum terdapat
keseragaman dalam
penyusunan kertas
kerja khususnya 5 5 3 13 1
kertas kerja reviu
atas laporan
keuangan DPR RlI.

. Belum adanya
system reward and
punishment yang ada
di lingkungan
Inspektorat | Setjen
dan BK DPR RI.

. Belum terdapat format
baku terkait form
permintaan

data/dokumen  audit % 3 5 12 2
kepada audetee.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Terkait dengan isu belum eragamnya penyusunan kertas kerja
reviu atas laporan keuangan oleh auditor inspektorat | terdapat
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Pada dasarnya dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang
Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI, telah
dicantumkan format kertas kerja reviu namun, masih bersifat
umum.

2. Dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan
DPR RI semester | dan semester Il tahun 2017 dan 2018, serta
wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat |, kertas
kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan

belum terdapat keseragaman dikarenakan terdapat beberapa
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kendala dalam pelaksanaan tugas reviu atas Laporan Keuangan
DPR RL.

. Sebagaimana disampaikan oleh pusdiklatwas BPKP dalam modul
penyusunan kertas kerja audit untuk memenuhi prinsip-prinsip
penyusunan kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan
beberapa hal diantaranya, kertas kerja harus relevan, sesuai
dengan program kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami,
rapi, efisien, dan harus seragam.

Terkait dengan Urgency , Seriousness, serta growth dari
isu ini maka gagasan yang dipilih penulis adalah melakukan
penyeragaman penyusunan kertas kerja untuk kegiatan reviu
laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel serta
mendistribusikannya kepada seluruh auditor di inspektorat |
sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang
Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI dengan
harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan reviu laporan
keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat
menyeragamkan seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan
keuangan sehingga memudahkan ketua tim dalam melakukan
penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu,
memperjelas proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman
penyusunan Kertas kerja reviu laporan keuangan yang sesuai
peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan
dapat meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan
keuangan itu sendiri untuk mempertahankan opini WTP dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
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D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan

Pemecahan Isu

Inspektorat | Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

1. Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja
reviu atas laporan keuangan DPR RI.

2. Belum terdapat format baku terkait form permintaan data/dokumen audit kepada
audetee.

3. Belum adanya system reward and punishment yang ada di lingkungan Inspektorat |

Setjen dan BK DPR RI.

Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja

reviu atas laporan keuangan DPR RI.

Melakukan penyusunan dan penyeragaman kertas kerja untuk kegiatan reviu laporan

keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun
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2017 tentang Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI serta mendistribusikannya
kepada seluruh auditor di Inspektorat | dengan harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan
reviu laporan keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat menyeragamkan
seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan sehingga memudahkan ketua tim
dalam melakukan penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu, memperjelas
proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman penyusunan kertas kerja reviu laporan
keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan keuangan itu sendiri untuk

mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
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Pembahasan
rencana
pelaksanaan
kegiatan
aktualisasi.

| e Membuat

Proposal
rancangan
Rapat Internal
dengan unit
kerja
Inspektorat |
untuk
melakukan
konsultasi dan
meminta
persetujuan
mentor serta
seluruh
auditor
inspektorat I.

e Proposal

Tabel 2 Tabel Kegiatan Rancangan Aktualisasi

Catatan
mentor dan
auditor
Undangan
Rapat
Laporan
singkat hasil
rapat
Daftar hadir
kegiatan
rapat
Lembar
pengesahan

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan koordinasi

terkait penyampaian
rancangan aktualisasi
dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya, Pelayanan
Publik  ditandai dengan
adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam melakukan
pengawasan harus
professional termasuk

memberikan kualitas terbaik
termasuk untuk hasil reviu ini,
serta membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan juga peran
Whole of Government
ditunjukan dengan system
kolaborasi antara  auditor
Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana
pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal pertama
yang akan dilakukan adalah
mempersiapkan Surat
Undangan kepada seluruh
pegawai dari unit inspektorat 1.
Dalam surat undangan ini
selain menerangkan rencana
kegiatan dan jadwal kegiatan

Seluruh
pegawai
Inspektorat |
Setjien dan
BK DPR RI.

Kegiatan : i

mendukung visi
Inspektorat 1  vaitu
Mewujudkan
Inspektorat | yang
Profesional,
Independen,
Akuntabel, dan
Berintegritas dalam
rangka mendukung
peningkatan kinerja
Sekretariat  Jenderal

dan Badan Keabhlian
DPR RI, Karena hasil
dari  aktualisasi ini
diharapkan akan
memiliki outcome yang
berdampak bagi
Inspektorat |  yaitu
meningkatkan kualitas
kegiatan reviu laporan
keuangan  sehingga
akan meningkatkan
kualitas dari laporan
keuangan itu sendiri
sehingga dapat
mempertahankan opini
WTP  dari Badan
Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.

Penguatan nilai organisasi
dalam kegiatan ini adalah
Profesional. Karena dalam

melakukan  pembenahan
permasalahan dibutuhkan
Profesionalisme dalam
pengerjaannya  sehingga
pembenahan yang
dilakukan tepat sasaran
dan efisien. Dalam
melakukan  pembenahan

permasalahan juga dituntut
harus bisa
mempertanggungjawabkan
nya dengan baik dan tidak
dilakukan dengan
sembarangan.
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juga  berisi permohonan
partisipasi dari seluruh
pegawai di inspektorat | untuk
hadir dalam kegiatan rapat
tersebut. Dalam kegiatan ini
diharapkan adanya kegiatan
musyawarah untuk mufakat
dan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
dan para auditor dalam
menduskusikan dan
menentukan dasar hukum,
bentuk serta isi yang akan
tercantum dalam kertas kerja
reviu laporan keuangan yang
akan disusun. Pada saat
menyampaikan paparan
kepada pihak terkait penulis
akan berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur
(Etika Publik). Dan dengan
adanya kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi titik
awal membangun komitmen
pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja
isi dari output yang dihasilkan
harus Jujur (Anti Korupsi dan
Akuntabilitas) tentang
kegiatan apa yang akan
penulis lakukan.
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Pengumpulan
data.

e Melakukan
permintaan
data
terkait reviu
laporan
keuangan
sebelumnya.

o Melakukan
wawancara
dan
diskusi
dengan ketua
tim
kegiatan
reviu
laporan
keuangan
periode
sebelumnya.

e Dokumen
kertas kerja
reviu laporan
keuangan
periode
sebelumnya,

e Peraturan-
peraturan
terkait
kegiatan
reviu laporan
keuangan.

s Catatan hasil
wawancara.

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan
pengumpulan dokumen terkait
penyususnan kertas kerja
reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  ditandai dengan
adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Tahap pertama dalam
kegiatan ini adalah melakukan
pembicaraan atau interview
dengan auditor inspektorat |
untuk memberikan kejelasan
target dan agar dapat
bertanggung jawab  atas
kebenaran dokumen-dokumen

Staf TU
Inspektorat I,
Auditor
Inspektorat |,
Penulis.
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yang dikumpulkan
(Akuntabilitas) kegiatan
aktualisasi yang akan
dilakukan. Juga diperlukan
wawancara, musyawarah dan
diskusi (Nasionalisme) tentang
hal-hal yang berkaitan selama
aktualisasi diantaranya terkait
dokumen  dokumen  yang
dibutuhkan.

Pembuatan
format kertas
kerja reviu
laporan
keuangan.

* Membuat

konsep kertas
kerja reviu.

* Menyusun

kertas  kerja
reviu laporan
keuangan
menggunakan
Ms. Excel.

e Form Kertas
kerja  reviu
laporan
keuangan
berbasis Ms.
Excel.

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan
penyususnan kertas kerja
reviu laporan  keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam

melakukannya. Pelayanan
Publik ditandai penulis harus
professional termasuk

memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Tahap pertama dalam
kegiatan ini adalah melakukan

Penulis dan
Mentor.
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pembicaraan atau interview
dengan auditor inspektorat |
untuk memberikan kejelasan
target (Akuntabilitas) kegiatan
aktualisasi yang akan
dilakukan. Wawancara juga
diperlukan untuk melakukan
musyawarah (Nasionalisme)
tentang hal-hal yang berkaitan
selama aktualisasi
diantaranya terkait
keuntungan dan hambatan.
Selama bermusyawarah,
penulis akan menunjukkan
sikap profesional (Etika
Publik) untuk menunjukkan
bahwa penulis bekerja dengan
berorientasi dengan mutu
(Komitmen Mutu) agar tercipta
kepercayaan dari para auditor
selaku pengguna kertas kerja
reviu yang akan disusun.
Langkah berikutnya adalah
meminta  dokumen  yang
berkaitan dengan reviu
laporan keuangan saat ini
untuk diobservasi. Selama
melakukan observasi
dokumen penulis akan
melakukannya dengan kerja
keras (Anti Korupsi) sehingga
output yang akan dihasilkan
bisa  maksimal. Langkah
selanjutnya adalah melakukan
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penyusunan Kertas kerja reviu
laporan keuangan dengan
berdasarkan Persekjen No. 6
tahun 2017 tentang pedoman
reviu laporan keuangan DPR
RI.

Sosialisasi | e Menentukan |e Undangan Peranan dan kedudukan ASN | Staf TU
Pengisian jadwal rapat Rapat pada kegiatan ini adalah | Inspektorat I,
kertas kerja |« Memaparkan | Laporan Manajemen ASN, dikarenakan | Auditor
reviu laporan cara pengisian singkat dalam melakukan sosialisasi | Inspektorat I,
keuangan berdasar kegiatan terkait penyususnan kertas | Penulis.
kepada pedoman di sosialisasi kerja reviu laporan keuangan
auditor persekjen no |e Daftar hadir | dibutuhkan kompetensi dalam
inspektorat . 6 tahun 2017 kegiatan melakukannya. Pelayanan

tentang reviu rapat Publik  ditandai dengan

laporan
keuangan.
Membuat
catatan rapat.

adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam  melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
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rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal pertama
yang akan dilakukan adalah
mempersiapkan Surat
undangan kepada seluruh
pegawai dari unit inspektorat I.

Dimana dalam surat
undangan ini selain
menerangkan rencana

kegiatan dan jadwal kegiatan
juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh
pegawai di inspektorat | untuk
hadir dalam kegiatan rapat
tersebut. Dalam kegiatan ini
diharapkan adanya kegiatan
musyawarah untuk mufakat
dan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
dan para auditor dalam
memperhatikan dan
memberikan penilaian, serta
saran terkait kertas kerja reviu
laporan keuangan yang telah
disusun. Dalam penyampaian
format kertas kerja dan
sosialisasi petunjuk pengisian
kertas kerja penulis akan
berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur
(Etika Publik). Dan dengan
adanya kegiatan ini

23



diharapkan dapat menjadi titik
awal membangun komitmen
pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja
isi dari laporan singkat hasil
sosialisasi harus Jujur (Anti
Korupsi Akuntabilitas) tentang
kegiatan apa yang akan
penulis lakukan.

Pendistribusi
an form
kertas kerja
reviu laporan
keuangan
kepada
seluruh
auditor
inspektorat I.

* Pengumpula

n alamat
email para
auditor.
Menditribusi
kan kertas
kerja ke
seluruh
auditor
dengan
menggunaka
n email.

o Daftar

email para
auditor
Bukti
pengiriman
/pendistrib
usian
kertas
kerja reviu
kepada
seluruh
auditor
inspektorat
| melalui E-
mail DPR.
(Screensho

1).

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan
pendistribusian kertas kerja
reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  ditandai dengan
adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan  diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Auditor
Inspektorat I,
Penulis.
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kegiatan  yang  dilakukan
adalah mengirimkan format
kertas kerja reviu laporan
keuangan melalui email dpr
masing-masing auditor. Dalam
kegiatan ini diharapkan
adanya kegiatan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
dan para auditor untuk
memastikan apakah kertas
kerja reviu laporan keuangan
yang telah dikirim sudah
diterima. Dalam
pendistribusian format kertas
kerja dan sosialisasi petunjuk
pengisian kertas kerja penulis
akan berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur
(Etika Publik). Dan dengan
adanya kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi titik
awal membangun komitmen
pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja
isi dari laporan singkat hasil
sosialisasi harus Jujur (Anti
Korupsi) tentang kegiatan apa
yang akan penulis lakukan.
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Uji coba
Kertas kerja
reviu laporan
keuangan

 Melakukan uji

coba  kertas
kerja Pada
penugasan
reviu atas
laporan
keuangan
Triwulan 1]
Tahun
Anggaran
2019

e Kertas Kerja
Reviu dan
Catatan
Hasil Reviu

Peranan dan kedudukan
ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan uji coba dan
evaluasi terhadap kertas kerja
reviu laporan keuangan yang
telah disusun membutuhkan
kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  dalam  melakukan
pengawasan penulis harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
pada hasil reviu ini, dan Whole
of Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara penulis dengan auditor
Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana
pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal
pertama yang harus dilakukan
adalah melakukan uji coba dan
evaluasi terhadap kertas kerjal
untuk mendapatkan kertas kerja|
reviu Laporan Keuangan yang
terbaik untuk periode berikutnyal
(Komitmen Mutu). Dalam
kegiatan ini diharapkan adanya
kegiatan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
selaku penyusun form kertas
kerjia dan auditor selaku
pengguna kertas kerja laporan
keuangan dalam penerapan
dan koreksi terkait kekurangan
serta memberikan saran
perbaikan terkait kertas Kkerjal
reviu laporan keuangan yang
telah disusun.

Auditor
Inspektorat
|
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Akualisasi

No

Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

Tempat
Pelaksanaan

Eviden

Nilai ANEKA

Pembahasan
rencana
pelaksanaan
kegiatan
aktualisasi

Senin, 7
Oktober 2019

Ruang Rapat
Inspektorat I,
Gedung Setjen
dan BK DPR Rl
Lt.5, Ruang
508.

Undangan
Rapat

o Daftar Hadir Rapat
e Catatan saran

/masukan dari
mentor dan Auditor
Inpektorat |
Laporan singkat
Proposal
Rancangan
Aktualisasi
Lembar
pengesahan yang
sudah di
tandatangani

Akuntabilitas
Nasionalisme
Etika Publik
Komitmen
Mutu

e Anti Korupsi

Pengumpulan
data

1 Oktober
2019 s.d 23
Oktober 2019

Peraturan Menteri
Keuangan No. 255
Tahun 2015
tentang Standar
Reviu Atas
Laporan Keuangan
Kementrian
Negara/Lembaga.
Persekjen No. 6
tahun 2017 tentang
pedoman reviu
laporan keuangan
DPR RI.

Peraturan Menteri
Keuangan No.
270/PMK.05/2014
Tentang
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pada Pemerintah
Pusat.

Kertas Kerja Reviu
Laporan Keuangan

e Akuntabilitas

o Etika Publik

e Komitmen
Mutu

27




Pseudo Triwulan I
Tahun Anggaran
2018.

Kertas Kerja Reviu
Laporan Keuangan
Semester Il Tahun

Anggaran 2017.
Pembuatan 8 Oktober Format Kertas e Akuntabilitas
format kertas 2019 s.d 20 - Kerja Reviu = Nasionalisme
:<erja reviu Oktober 2019 Laporan Keuangan |e Etika Publik
l?epa,?arr?gan. Tahun Anggaran  |a Kornitmen

2019 berbasis Ms. Mutu

Excel. e Anti Korupsi
Sosialisasi 23 oktober Ruang Rapat Daftar Hadir o Akuntabilitas
Pengisian dan | 2019 Inspektorat |, Kegiatan * Nasionalisme
Evaluasi kertas Gedung Setjen Sosialisasi « Etika Publik
kerja reviu R singangan. Kegiaan e Komitmen

Lt.5, Ruang Sosialisai

laporan 508. Mutu
keuangan Anti Korupsi
kepada auditor
inspektorat I.
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A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

1. Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi

Pada kegiatan pertama ini penulis melakukan rapat koordinasi
dengan seluruh pegawai dilingkungan inspektorat | pada pada tanggal
7 Oktober 2019, dengan maksud meminta persetujuan mentor serta
seluruh auditor inspektorat | untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi,
sekaligus melakukan konsultasi terkait rancangan dan output dari
kegiatan aktualisasi ini agar diperoleh hasil atau output yang terbaik,
sehingga tercapai tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan reviu
laporan keuangan. Pada kegiatan ini penulis memaparkan dan
menjelaskan rencana, tujuan, dan tahapan-tahapan yang akan
dilakukan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Dalam hal ini
penulis memperoleh dukungan serta masukan dari para auditor baik
terkait penulisan rancangan aktualisasi maupun bakal output yang
akan dihasilkan yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR
RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur | dan hampir seluruh auditor di
Inspektorat Utama.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan analisis isu dan
koordinasi terkait penyampaian rancangan aktualisasi dibutuhkan
kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai
dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam melakukan pengawasan harus bersikap professional
termasuk memberikan kualitas terbaik salah satunya melaului hasil
reviu laporan keuangan. Peran Whole of Government ditunjukan
dengan system kolaborasi antara auditor Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Hal pertama yang dilakukan pada tahapan kegiatan ini adalah
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mempersiapkan Surat Undangan kepada seluruh pegawai dari unit
inspektorat |. Dalam surat undangan tersebut selain menerangkan
rencana kegiatan dan jadwal kegiatan, juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat | untuk hadir dalam
kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan rapat tersebut, penulis
merasakan adanya kerja sama, sikap saling menghormati pendapat
dalam dikusi, dan musyawarah untuk mufakat (Nasionalisme) antara
penulis dan para auditor dalam menduskusikan rancangan
aktualisasi, menentukan dasar hukum terkait aktualisasi, serta isi
yang akan tercantum dalam kertas kerja reviu laporan keuangan
yang akan disusun.

Pada saat melakukan pemaparan rancangan aktualisasi kepada
pihak terkait, penulis telah berperilaku yang mencerminkan etika
luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan
dapat menjadi titik awal membangun komitmen dalam meningkatkan
dan menjaga kualitas pemeriksaan (Komitmen Mutu). Tentunya
bentuk dari bukti dokumen yang dikumpulkan penulis harus Jujur
(Anti Korupsi dan Akuntabilitas), dan pelaksanaan aktualisasi
sesuai dengan masukan para auditor Inspektorat I, dan benar-benar

ada.
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Gambar 2 Rapat Koordinasi terkait pemaparan rancangan aktualisasi

. Pengumpulan data

Pada kegiatan pengumpulan data ini penulis menghubungi,
melakukan wawancara, dan meminta copy data yang berkaitan
dengan kegiatan reviu laporan keuangan periode sebelumnya dari
auditor yang pernah ditugaskan pada kegiatan reviu atas laporan
keuangan DPR RI, adapun contoh data tersebut seperti kertas kerja
yang pernah dibuat. Pada tahapan ini penulis juga menanyakan
dasar hukum yang menjadi acuan kegiatan reviu tersebut.

Selain melakukan wawancara langsung penulis juga akan
mencari peraturan terbaru dan mencari komparasi atau perbandingan
dari Kementerian/Lembaga lain yang telah memiliki kertas kerja
terstandar di lingkungannya melalui internet dengan tujuan
menghasilkan output yang maksimal.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan pengumpulan
dokumen terkait penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik

ditandai dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor
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Inspektorat | dimana pada saat penulis melakukan pengumpulan data
auditor menunjukan sikap professional yaitu kooperatif memberikan
data dan keterangan terkait kegiatan reviu laporan keuangan. Dan
Whole of Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara
auditor Inspektorat | dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan

aktualisasi.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan
pembicaraan atau interview dengan auditor inspektorat | untuk
memberikan kejelasan target dalam penyampaian tujuan dalam
melakukan permintaan data (Nasionalisme), penulis akan bersikap
penuh sopan santun (Etika Publik), yang kedua penulis akan
melakukan Browsing untuk mencari peraturan terbaru dan mencari
komparasi atau perbandingan dari Kementerian/Lembaga lain yang
telah memiliki kertas kerja terstandar di lingkungannya, untuk
meningkatkan ~wawasan dan kompetensi penulis sehingga
menghasilkan kertas kerja yang terbaik (Komitmen mutu). Dan
penulis akan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan
dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan (Akuntabilitas) untuk
menunjang kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Adapun dokumen
yang telah terkumpul sebagai berikut : (Lampiran Kegiatan 2)
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Gambar 3 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Pedomn Reviu Atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
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Gambar 4 Penulis melakukan Browsing untuk mencari komparasi terkait
penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan ke kementerian/Lemabaga
lain
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PERATURAS MERTERD KEUANGAR REPUBLIK DN A
NOMOK FEERIL T TE R
TENTANG
STANDAR KEVIL ATAS LAFORAR KEUANGAN
REMENTERIAN NEUARA/LEMIAGA

DERGAN RAHMAT TUIAN Ym0 MAHA 254

MENTER! KEVANGAN REMIMLIK INDONE 14

Gambar 5 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Menteri
Keuangan Republik IndonesiaNo.255 /PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

3. Pembuatan/Penyusunan format kertas kerja reviu laporan
keuangan.

Pada kegiatan ini, penulis dibantu mentor menyusun kertas kerja
menggunakan Ms. Excel, dengan tujuan memudahkan dalam
pengerjaan dan penggunaan kertas kerja atas reviu laporan
keuangan itu sendiri, penyusunan kertas kerja ini mengacu pada
Persekien No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu Laporan
Keuangan DPR RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun
2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian
Negara/Lembaga, serta berdasarkan masukkan-masukan yang telah
diterima dari auditor pada saat pembahasan rencana aktualisasi.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyusunan kertas
kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus professional
termasuk memberikan kualitas form kertas kerja reviu laporaan

keuangan yang terbaik, dan Whole of Government ditunjukan
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dengan sistem kolaborasi antara auditor Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan diskusi
dengan mentor untuk memberikan kejelasan target yang akan
dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas) kegiatan aktualisasi yang
akan dilakukan. diskusi (Nasionalisme) juga diperlukan untuk
membahas tentang hal-hal yang berkaitan selama aktualisasi
diantaranya terkait keuntungan dan hambatan. Selama menysusun
kertas kerja, penulis akan menunjukkan sikap profesional (Etika
Publik) untuk menunjukkan bahwa penulis bekerja dengan
berorientasi dengan mutu (Komitmen Mutu), agar tercipta
kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas kerja reviu
yang akan disusun.

Langkah berikutnya adalah menelaah dokumen yang telah di
peroleh yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan saat ini untuk
diobservasi. Selama melakukan observasi dokumen penulis akan
melakukannya dengan jujur dan kerja keras (Anti Korupsi), sehingga
output  yang akan dihasilkan bisa maksimal. Langkah terakhir
adalah melakukan penyusunan form kertas kerja reviu laporan
keuangan dengan berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang
pedoman reviu laporan keuangan DPR RI. Berikut adalah contoh

Form kertas kerja reviu atas laporan keuangan yang telah disusun.
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

p Inspektorat Utama No. Indeks KKR KKR. LRA.PNBP
g Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan [Disusun Oleh/Tanggal
St Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Direviu Ole/Tanggal

Disetujui Qlen/Tanggal
UAPA OJ Dswin Pirwaniiah Reugac Ripusiik: Indbnssis

LRA LO LPE

L] L]
e C.LK L

Painnien Nagwes, BussniPaiar (FNBF)

Komponen LK

Akun/Segmen/Penyelenggaraan
Akuntansi

Tetiei apaxan saturun PNBP LO taian gicatat kedstam buku basar sesusi dangan dokuman sumbar

Tetiti apakan saturun PNBP LO aiakui pads ssat timbuinys hak/kewajiban gan tidak semsta m ata pada saat kas

Totiei apakan PNBP-LO Ditarima Dimuka yang marupakan panaapatan pada periode barjatan telah aitakukan

penyasuaian

Tatiei apakan PNBP-LO Yang Masin Harus Diterima yang marupakan pandspstan pads periode berjatan telah dilakukan

penyesuaian

Tetiti apakan informasi terkaix PNBP-LO tatan aissjikan secars mamadai satam CalK,

Dokumen Yang Diperiukan

Pansiasnan Dokuman Sumbar dangan Buku Basar
Panataahan Pangakuan PNBP-LO

Panataanan Panyasuaian PNBP Ditarima Dimuka
Panataanan Panyasuaian PNBP Yang Masin Harns Diterima
Pansiasnan CaLK PNBP-LO

Gambar 6 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP



KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

P Inspektorat Utama No. Indeks KKR KKR. LRA.BEL

& EE Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan | Disusun Oleh/Tanggal

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Direviu Olen/Tanggal

Disetujui Oleh/Tanggal

UAPA J] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

LPE

Komponen LK [] |ira (%] LO L]
RS (] C.LK 1]

Akun/Segmen/Penyelenggaraan Bsisnja

Tetiti apakah rexansitiasi Betanja tetan ditakukan antars unit akuntansi dengan KPPN matatul parmintaan

keterangan dan punelusuran ke Barita Acara Rakaonsitiasi.

Akuntansi

Lakukan uji petik atas transaksi Batanja dan teiiti apakan sstiap transaksi tersebut talah aidukung dokuman pangaluaran

yang sah, melalul panelusuran ka dokuman SPM aan SP2D

Tetiti apskan pengembatian Betanjs hanys merupakan trarisaksi pangsmbaiian Belanja unwk pericas

berjalan, malalul psrmintaan keterangan dan penslusuran jumal transaksi ke dokuman 99PD

Tatiti apakah pengembatisn Betanja periode ssbeiumnya telah diakul dan dicetet sebagat Panerimaan Negars Bukan

Pajak, dangan melakukan permintasn ketarangan dan penslusuran jurnal trarisaksl ke dokumen.

| Dokumen Yang Diperluken

Apiikasl E rexen

Apiikasi Saioa

Doxumen Satoran Bukan Pajsx

Dokumen DIPA

Buku Besar Pendspatan gan Batanja

BAS atau dokumen tain yang dianggap sah

Bukt penarimaan PNBP

Gambar 7 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)

AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No. Indeks KKR

KKR. LPE

Disusun OIem’Tarmal

Direviu Oleh/Tanggal

Disetujui Oleh/Tanggal

Dawan Parwa

e

R R o T N e s
BNk '

kitan Rakyat Repusiix [nasnasis

Komponen LK

i i S e 1 VA ) e L A AN

LRA

Naraca

L

Akun/Segmen/Penyelenggaraan

LPE

Akuntansi

Tatiti apakan Saido Awat Ekuitas teian sesusi gengan Satde Exuitas Neraca pariode ssbeturnnys.

Tati apanan ssuap Dampax KemuiaarParubanan Kabyakan Akuntansil Kesatanan Mendasar twiah didukung dangan

dokuman sumbaer

Taniti apaxsn nitai sxun Ditarima Dari Encitas Lain (DDEL) gatsm Narsca Parcobasn tatan sesuai dengan nitar Pandapatan

aatam LRA. Conton: katiaaksesusian DDEL asngan Pandapatan aisababkan satah jurnal otan aperatar.

Tetit) spakan nitai akun Ditaginkan Ke Entitas Lain (DKEL) datam Neraca Parcobaan teish sesusi aengan nitai batana gatam

LRA, Conton: katidaxsasuaian DKEL aangsn Pandspatan disabsbisn satan jurnal olen oparator,

Tenti apakan selurun aset yang ditarima olah satker yang barsasl gari luar entitas akuntansi telah tercatat pada akun |ransfar

Masut.

Teliti apakan selurun aset yang keluar dari sntitas akuntansi telan tercatat pada akun Transrer Keluar,

Tetts apanan transausi Transfar Masuk dan Tranarer Keiuar talah @idukung dengan dokumen sumber psncatatsn yang san.
Conton: Axun Transtar masuk atas asst tatap yang diterima olan satker tatan sesuai dangan Laporan Dartar BMN gan taian

didukung olen Barita Acara Seran Terima (BAST) .

Tetiti apaksn koraksi hasit reviu atas Surptus/Darisit Laporan Oparasionat (jika ada) tetan dipernitungkan paga LPE.

Tatiti apakan unsur-unsur yang teraapat aatam Laporan Parunanan Exuitas tatan giungkapkan secara memadal galam Catatan

atas Laparan Kausngan.

Aptikasi Saisa
Dokuman Setaran Bukan Pajak
Doxumen DIPA

Buku Besar Pandapatan dan Baianja

BAS stau dokuman tain yang dianggap san

~ PNBP

Bukei panarim

Panatanasn kesesusian saiao awat Exuitas dengen saido aknir Ekuitas pariods sabelumnya,

Uji petik dokumen sumbar atas Dampak Kumulatir perubahan kebijakan akuntansi

kesalahan mendasar.
Paneisshan saiao akun Dicerima Dari Encitas Lain (DDEL)
Paneisnaan satgo akun Ditaginkan Ka Enciras L ain (DKEL),

Panatanaan satao Transrer Masuk,

Panatansan satao Tanarar kaluar.

Uji patik dokuman sumbar atas transaksi | ransrer Masuk dan Transrar Kaiuar.
Panatanaan xorexsi Surpius/Danaie LO,

Pangungkapan unsur-unsur padas Laporan Perubsnan Exuitas gatam Catatan stas Laporan

Kauangan

Gambar 8 Kertas Kerja Reviu Laporan Perubahan Ekuitas
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Inspektorat Utama No. Indeks KKR KKR. AT
- Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Disusun Qleh/Tanggal

il Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Direviu Olen/Tanggal
Disetujui Oleh/Tanggal
UAPA |:| Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komponen LK L] |Lra [] LO [=] LPE
i [ = CaLK |

Akun/Segmen/Penyelenggaraan
Akuntansi

Teun apakan ssias Asac Tatap ai Nuraca taian sesual asngan rincian Aset Tetap ai CalLK, maiaiul panaisanan

CaLK.

Tatit) apakah satdo Assc Tatap a i Naracs tetan sesual dangan Lampiran BMN, meiaiui pansisanan Lampiran

BMN

Tetiti apakan Aset Totap (misainya Tanan, Gadung aan Bangunan, Kanaaraan Operasionat) yang tiaak

didukung dangan dokumen yang sah talah diungkspkan dalam CalK

Tatiti apakan Aset Tetap yang tigak dimanfaatkan dan atau gimanfaatkan areh pinak yang udak berhak

taian diungkapkan aatam CalK metaiui parmintaan katsrangan

Tetiti apakan satiap Betanja Modai tetan dibukukan sebagai penambanan Aset Tetap stau Asat Lain-tain,

melaiui rekonsitiasi antara Darear Rastisssi Batanjs Maodai gengan penambanan Asst Tatap atau Aset Lain.

Teiiti apakah mutasi tambah dan mutasi kurang ysng telah dibukukan datam SIMAK-BMN cstan didukung
dengan dekumen sumber untuk transaksl Transfar Masuk, Rexiasirikass Masuk, Partukaran, Paroisnan

L
Pa

Karaxsi Pancatatan, Pangnentian Aset dari Panggunaan, Saiae Axnic Tanun Berjatan, meiaiui paneiusuran

nys, Pangurangsn Nitsi Aser, Koraksi Pancatatan Nitai/Kuantitas, Karsksi Nitai Tim Panartioan Asst,

masnAast Tates Rengvast, Pangtapusany Transsar Karane: Frosn [Kotisr) s Raxsantrcast Karuar,

ka dokuman-dokuman yang terkait

Tetiti apakan untuk Aset Tatap yang aatam xanaisi Rusek Berat/Usang. telan dirakiasifinasi ke Asst Lainnya,
malalui parmintaan keterangan dan pensiusuran dokumaen Berita Acara Panghantan Panggunaan Asaer

Pivip wwansn Ause Largs

Tatiti apakan Penyusutan Aser Tatap tatan driakukan sesusi aangan ketentuan yang bariaku

_

sporan Kausngan

Apiikasi Saiba
Apiixasi E-Rexon
Apiikasi Simax BMN

Ponsinanan Kasssuaian Saiao Aset Tatap dengan CalK

P,

snaisanan. Kasssuaian Satde Asat Tatap sungan Lampiran BMN

Panataanan Dokumen Kapamitikan BMN aan Pangungkapannya gatam CalK

Panstaanan Pamanraatan BMN aan Pangungkapsnnya datam CalLK

Rakonsitiasi Butanja Modat dangan Panambanan Asst Tatap dari Pambatian

Pansizsnan Mutasi Tamosn Karang BMN sangan Daxuman Sumbar

Panaiaanan Rekiasiricasi Asar Tatap Rusax Barac

Pansianaan Panyusutan Asae Tatap

Gambar 9 Kertas Kerja Reviu Neraca



KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Inspektorat Utama No. Indeks KKR KKR. CALK

Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Disusun Oleh/Tanggal

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Direviu Oleh/Tanggal

Disetujui Oleh/Tanggal

UAPA | | Dawan Parwakitsn Rasyet Repusiik Insones:

LRA | LO

Komponen LK

[l
| F ] C.LK

Akun/Segmen/Penyelenggaraan Seturuh akun gatam LK
Akuntansi

Tetiti apanan Aaar Tarap disajicen dan didngrapkan sscara mamadal, deAgAR meraunakapken

Dasar penitaian yang digunakan untuk munentukan nilal tereatae (careying amount) |

Rekonsitiasi jumian tercatat pada awal dan sknir periods yang menunjukkan: penambahan, pelapasan, akumulasl panydasutan,

dan parubanan nitai Uika ada) | mutasi asar tatap 1ainnya.

Informasi penyusutan:

Exsistensi dan batasan hax mitik sset tetap!

Kabijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tecap,

Jumiah pengelusran pada pos aset tetap dstam Konstruksi]

Jumiah komitmen untux akuisisi asat tetap !

Jika aset tatap dicatst pada jumian yang dinilai kembali, mska hal-hal tsmbanan yang narus diungkapkan! dasar parsturan untuk
manilai kambali asst tetap, tanggal afektif penilaian kambaii, nama paniiai indepenasn Lika ada) , nakikat setiap petunjuk yang

digunakan untuk menentukan biaya panggantl, nilal tercatat setiap janis aset tetap.

Laparan Kauangan

Gambar 10 Kertas Kerja Reviu Catatan Atas Laporan Keuangan

40




’,'
{ ~—

Ty

Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Disusun Oleh/Tanggal

Direviu Oleh/Tanggal

Disetujui Oleh/Tanggal

UAPA

[0

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Revieu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Stalus Koreksi

o Narma Akun Saldo 30 September 2018 Sebelum Reviu (Rp) Usulan Koreksi (Rp) Satelah Usulan Koreks Hesil
Sudah Dikoreksi (Rp) | Belum Dikoreksi (Rp) Reviu (Rp)
11] 12] [3] (4] 5] 16) 171 18]
A PENERIMAAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JUMLAH PENDAPATAN : :
B BELANJA

BELANJA PEGAWAI (51)

TOTAL BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG (52)

TOTAL BELLANJA BAARANG

BELANJA MODAL (53)

TOTAL BEL ANJA MODAI

JUMLAH BELANJA

o

Gambar 11 Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran
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Inspektorat Utama

Disusun Oleh/Tanggal

{~ 1 Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat |bireviu OtehTanggal
- Republik Indonesia FEep— =
UAPA | im; | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Laporan Operasional (o)

Nama Akun

Saldo audited 2018

Sebelum Reviu (Rp)

Status Koreks

Usulan Koreksi (Rp) Belum Dikoreksi

Sudah Dikoreksi (Rp) (Rp)

Setelah Usulan Koreksi Hasil
Reviu (Rp)

191

110]

2]

[13] [14]

115]

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Penasparan Neosra Busen Paias Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN OPERASIONAL

Benan Pug.

Beoan Barang aun jase

Becan Pumennaraan

Benan Pesaianan Dinas

Beoan Barang Unius Diserannen Kepaas Mas ararat

aan Amortises

Pisiang Tax Tertagin

LJUMLAH BEBAN

Gambar 12 Ikhtisar Hasil Reviu-Laporan Operasional
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KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Defisit Pelepasan Aset Non L ancar

Penaapstan Derisit Purepasan Aset Non Lancar

Baovan Derisin Perepasan Aset Nan Lancar

Jumiah Surplus Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pensagatan Dari Kegistan Non Operasicnat Lainnya

Betan Dari Kegiatan Non Operasionat Lainnyas

Jumiah Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

JUMEAH SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN NON GPER'.ASIONAIL

o

SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA e

POS LUAR BIASA

Basan Lusr Biasa

JUMLAH POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO
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Inspektorat Utama

Indonesia

Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Disusun Oleh/Tangga!

Direviu Oleh/Tanggal

Disetujui Oleh/Tanggal

UAPA

[0

i

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

No Nama Akun

Sebelum reviu (Rp)

Status Koreksi

Usulan Koreksi

Sudah lenreks\ Bﬁlum Dtknreksl

Setelah Koreksi Hasil
Reviu(RP)

Ekuitas Awal

N

Surplus Laporan Operasional

Lo

Dampak Kumuistir Perubanan (Totat Koreksi)

Keoijaxan/Kesatanan mendasar

a. Koreksi Nitai Persedinan

b.Selisin ravaiuasi Asser Tetap

c. Korexsi Nitar Asac rerap Non Ravatuasi

4| Teanunsisrincar Entices (Surgiast: Danipas Karraraes)

5]

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

(=]

Ekuitas Akhir

Gambar 13 lkhtisar Hasil Reviu-Laporan Perubahan Ekuitas
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Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan

Disusun Oleh/Tanggal

Direviu Oletv Tanggal

S Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Disetujui Olen/Tanggal
UAPA I I ] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoresia
NERACA
Status Koreksi
No Nama Akur Sebelum Reviu (Rp) Sebelumn Reviu (Rp) Usulan Koreksi (Rp) T | e gil;nreksl Setelah u,—:‘:f:: :gn[;;‘m Hasil
191 1ol 2] 1131 (Ehr:] (15)

ASET LANCAR

Kas ai Bansanars Pangaiuaran

Piusang Bukan Pause

Prutang Traar Tartagin - Piutang Buran Pajax

P

wiang Lainnye

Panyisinan Prutans Traax Tartagin - Piutang Laianya

Parsesinan

Parssaiasn Baswm Dirsaiater

ASET TETAP

Ta

Peraiatan aan Masin

Guavns aan Bangunan

Jasan, brigear, awn Jaringan

Assr Tatap Lainnya

Kansrunsi Datam Penoeriean

Auscumivinss Ponyusutan

PIUTANG JANG KA PANJANG

Pruseng Taginan Tunwan P ! Tunswran Ganu Ruas

Panyisinen Piusana Tan Tertmain-Piutans Taginan Tuntuisn snaansrss

Piviang Jangns Panjeng 1einnye

Panyisinan Piuteng Tax Termgin-Pisvans Jox Pansang

ASET LAINNYA

Aot Loinnye vana Batum Direuistar

Asnumuies: Penyusutan den Amorvsss: Aset Lainnys

TOTAL ASET

Gambar 14 lkhtisar Hasil Reviu-Neraca
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KEWAJIBAN

Urang repaoa Pinar Ketiga

Pendepatan Diterinia Dimura

Uang Musa aars KPPN

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

Enuitas

JUMLAH EKUITAS

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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4. Sosialisasi Pengisian dan Evaluasi kertas kerja reviu laporan

keuangan kepada auditor inspektorat I.

Pada kegiatan ini, penulis melakukan sosialisasi terkait output
dari kegiatan aktualisasi yang telah penulis lakukan yaitu kertas kerja
reviu atas laporan keuangan DPR R, kegiatan ini dilaksakan pada
23 Oktober 2019 dan dihadiri oleh Inspektur | serta seluruh auditor
Inspektorat |. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini ialah untuk
memaparkan cara pengisian dan pengerjaan form kertas kerja ini
berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu
Laporan Keuangan DPR RI (Terlampir di lampiran kegiatan 4)
sehingga kertas kerja ini sudah bisa digunakan pada reviu laporan
keuangan Pseudo (Triwulan Ill) dan reviu laporan keuangan
semester Il Tahun Anggaran 2019.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan sosialisasi terkait
penyususnan kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan
kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai
dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh auditor
Inspektorat | terkait tatacara pengguanaan dan pengisian kertas kerja
reviu laporan keuangan ini untuk mempermudah auditor dalam
penggunaanya. Dan Whole of Government ditunjukan dengan
system kolaborasi antara auditor Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang akan dilakukan adalah
mempersiapkan surat undangan kepada seluruh pegawai dari unit
inspektorat I. Dimana dalam surat undangan ini selain menerangkan
rencana Kkegiatan dan jadwal kegiatan juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat | untuk hadir dalam
kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan
musyawarah untuk mufakat dan kerja sama (Nasionalisme) antara
penulis dan para auditor dalam memperhatikan dan memberikan

penilaian, serta saran terkait kertas kerja reviu laporan keuangan
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yang telah disusun dan juga penulis memberikan penjelasan terkait
perbedaan antara Kertas Kerja yang penulis susun dengan kertas kerja

yang sebelumnya disusun masing-masing auditor.

Dalam penyampaian format kertas kerja dan sosialisasi petunjuk
pengisian kertas kerja penulis berperilaku yang mencerminkan beretika
luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat
menjadi titik awal membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja isi dari bukti sosialisasi harus dikumpulkan
dengan jujur (Anti Korupsi dan Akuntabilitas) tentang kegiatan apa

yang akan penulis lakukan.

Gambar 15 Kegiatan rapat tim reviu laporan keuangan sekaligus Kegiatan

Sosialisasi Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan yang telah diperbarui
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Inspektorat Utama No. Indeks KKR KKR LRA.PNBP
Gk Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian | pisusun Oleh/Tanggal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Direviu Oleh/Tanggal
Disetujui Oleh/Tanggal
UAPA | Diwan Pacwakiian Rany st Rep ipitii Ingonssis

Komponen LK [ [Lra [] LO (] LPE
ET Iisresa =l Cal K I,
[Akun/Segmen/Penyelenggar Pandapatan Negara Bukan Pajax (PNBP)

laan Akuntansi

Teiiti spaxan seturun PNBP LO taran aicatar keaaiam buku beser sesusi dangsn dokumen sumbar

Teiti apacan seturun PNBP LO aiakui pasa saat timbuing a haxfkewajiban dan tigak samata mata pada saat kas

masukfiaiuar kefdari kas negara dengan melakukan uji patik ke dokuman sumbar

T et apakan PNBP-LO Dicerima Dimuxa y ang merup akan pandapstan pada pariods berjalan tslan dilakukan

peny esusian

Tatti apaxan PNBP-LO Yang Masin Harus Ditarima y ang marupakan pandapatan pads pariode berjaian teian

dilakukan panyssuaian

Tetizi apaxan inrormasi tarkait PNBP-LO tatan aisajikan sacars mamaasi daram CalK.

LirarenCiusmtn

A iikasi SAIBA
Aksas E-Rakon

Dokumen Sumbar

Pansiaanan Dokuman Sumber dengan Buxu Basar
Pansiasnan Pengaxusn PNBP-LO

Pansisanan Pany ssusian PNBP Diterima Dimuka
Pansiasnan Pany ssusian PNBP Yang Masin Harns Diterima
Panaiaanan CalLK PNBP-LO

Gambar 16 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP yang telah
diperbarui
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES 1A

Inspektorat Utama No. Indeks KKR KKR LRABEL

Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian  |Djsusun Olen/Tanggal AA 120 Ju 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Direviu Oleh/Tangga!

Disetujui Oleh/Tanggal

UAPA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

LRA H LO 1 LPE

Komponen LK

OO

Rscaci ] CalK O

Akun/Segmen/Penyelenggar Batanja
aan Akuntansi

Tatiti apakan rekonaitiasi Botanja tatan dilakukan antare unit skuntansi aengan KPPN maiaiui permintaan

katarangan dan pensiusuran ke Barita Acars Rexansitiasi

Lakukan uji patik atas transaksi Batania den teliti apokan satiap transaksi tersebut telah didukung dokumen

b angaluaran yang sah, malalul penatusuran ke dokuman SPM aan SP2D

Taliti apakan pangembatian Batanja hanys murupakan trarisaksi pangembaiian Batania untux parioas

barjalan, malalul permintasn ketarangan dsn penalusuran jumal transaksi ke dokumaen SO B

Tatiei ap akah pengembatian Baianja pariods sebeiumny s talah diskul dan dicatat sabagsi Panarimasn Nagars Buxan

Pajuk. dengan malakukan permintaan katerangan dan pansiusuran jurnal trarizaksi ke dokuman,

Aptixss E cakon

plikasi Saive

Dokuman Sataran Bukan Pajax

Dokumen DIPA

Buku Basar Pandspatan ann Baianja

BAS atau dokumen tain yang disnggap san

Bukti pansrimaan PNBP

Panatsanan Rexonsiiiasi Baiania asngan KPPN

M anaiiti kesasuaisn Saido akun panaapatan beranja LRA a1 SAIBA gangen E-Raxon

Matakukan parnitungan uiang Pags penjumianan tiap -tinp akun

LRA teish gisusun sesuai dengan SAP

Uji Patik SPM asn SP2D

Pansiasnan Pangembaiian Baianja Paricas Barjatan

Paneiaanian Pangembatian Batanja Paricds Sebaiumnya

Gambar 17 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja yang telah
diperbarui
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Inspektorat Utama

- Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Dvsusun CletvT anggal

D OlerdT wrggal

otz Ot Targal

juapa

[0

Dewan Peraaridan Rakyat Reputlik indonesia

iintsar Hasl e Lapoan Restisan Arggaran (LRA)

Status Koraky
[ Nama Abun $3100 71 Jum 2019 Setwtum Pewy (Fo) Usular mareks (Ppl H L E T
Onhorebs (Rp) bix o s
LAl £l L] [T (5] 17 L]
A |PENESIMAAN NEGARA DAN MIBAH
PENDAPATAN PENERIMAAN HEGARA BUKAN PAJAK 1451 380901 3443 733114 20000000 18000 000 2000000 3468 789 114
B BELANIA
BELANIA PEGAWA! (81} 415832 1200 452 567 906 351 {15000 0y £15 000 00| 452 547 006 551
BELANIA BAPANG [53) 1513170878 861 1697 1031 302 840 1637 107 Wi e
BELANIA MODAL [53) 10,284 575 180 32226531755 32235891785

Gambar 18 Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang telah diperbarui
(data menggunakan angka tidak sebenarnya)

Inspektorat Utama
Sehkretariat Jendersl DPR RI

PSE
(Untuk paric

A
Diperiksa

Tangga or KK
Unit/Setuan Kerjs yang
Periods yang Diperikus
Langkeh Kerjs Nom or
Disusun O leh
Diraviu O lah

i
2018)

/IKKR-ReviuLhPoeudo/20148
an

@ ysng berakhir 30 Septamber)

parcatiigt
paratiigl

Reviu terhadap pengungkapan nilai yang terdapat Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017)

No Uraian Penjelasan
Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "PNBP Tahun 2018" antara yang tertera pada LRA
(RpX.8XX.XXX.127), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp2.X87.X7X.01X)

Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "PNBP Tahun 2017" antara yang tertera pada LRA
(RpX.2X7.080.X51), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp1.X17.5X0.12X)
Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "Belanja Pegawai Tahun 2018" antara yang tertera
pada LRA (Rp72X.X02.X2X.5X7), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp72X.XXX.82X.X22)
Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "Belanja Pegawal Tahun 2017" antara yang tertera
pada LRA (Rp70X.202.2X2.5XX), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp70X.1X2.8XX.177)
Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "Surplus/Defisit-LO Tahun 2017" antara yang
S|tertera pada LO ((Rp2.72X.55X.502.18X)), berbeda dengan yang tertera pada LPE

({(RpX.1X5.80X.X21.5X7))

keterangan:

- Data untuk mereviu sampai dengan 31 Oktober 2018 pukul 12.00wib
Sumber data/dokumen reviu adalah hanya pada dokumen Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang

- berakhir 30 September 2018 dan 2017) tanggal 26 Oktober 2018.
Reviu terbatas hanya pada kesesuaian pengungkapan nilai-nilai masing-masing akun pada pos-pos
Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017).

- Belum dilakukan konfirmasi kepada penyusun LK terhadap hasil reviu tersebut

Gambar 19 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang belum diperbarui
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5. Pendistribusian form kertas kerja reviu laporan keuangan kepada

seluruh auditor inspektorat |

Kegiatan ke-lima ialah Pendistribusian form kertas kerja reviu
laporan keuangan kepada seluruh auditor inspektorat | untuk
dilakukan uji coba pada kegiatan reviu atas Laporan Keuangan per 30
September 2019 (Triwulan Ill) DPR RI Tahun Anggaran 2019.
Pendistribusian dilakukan melalui E-mail @dpr tujuannya ialah selain
memudahkan juga dapat sebagai sarana penyimpanan sebagai back
up data saat dibutuhkan.

Tahapan  kegiatan yang pertama  dilakukan adalah
mengumpulkan alamat email para auditor, yang kedua mengirimkan
format kertas kerja reviu laporan keuangan melalui email dpr masing-
masing auditor sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan
aktualisasi ini (Akuntabilitas). Dalam kegiatan ini terdapat kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis dan para auditor untuk memastikan
apakah kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah dikirim sudah
diterima. Dalam pendistribusian format kertas kerja penulis akan
berperilaku yang mencerminkan sikap etika luhur (Etika Publik). Dan
dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal
membangun komitmen pegawai untuk selalu memberikan kualitas
terbaik terhadap setiap kegiatan pengawasan intern di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI. (Komitmen Mutu). Tentu saja segala bentuk
bukti dokumen harus benar adanya (Anti Korupsi) berdasarkan
kegiatan yang telah penulis lakukan.
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Tabel 4 Daftar E-Mail Auditor Inspektorat |

No Nama Jabatan Alamat E-mail Ll
Tangan
1 Einstinanto, SH., Auditor Muda | einstinanto @dpr.go.id
M.Kn.
2 Dyah Citra Auditor Muda | dyah.ariwidyasari@dpr.go.
Ariwidyasari, S.A.B., id

M.E.

3 Heru Nugroho, S.A.B, | Auditor heru.nugroho@dpr.go.id
M.AP. Pertama

<t Fabrina Mustika Auditor fabrina.ekawati@dpr.go.id
Ekawati, S.E. Pertama

5 Mas Riky Surya Auditor riky.adinegara@dpr.go.id
Adinegara, S.Kom. Pertama

6 Dwi Nartami Setyorini, | Auditor dwi.nartami@dpr.go.id
S.E. Pertama

7 Hesekiel Marudut Auditor hesekiel.morsa @dpr.go.id
Morsa, S.E. Pertama

8 Mikael Abubakar, S.E. | Auditor mikael.abubakar@dpr.go.i

Pertama d

9 Yulista Tunjung, A. Auditor yulista.tunjung @dpr.go.id
Md. Pelaksana

10 | Willy Zaher Rahman, | Auditor willy.rahman@dpr.go.id
A.Md., AK.P Pelaksana

11 | M. Afrizal Ardhi, Auditor m.ardhi@dpr.go.id
AMd., AK. Pelaksana

6. Uji coba Kertas kerja reviu laporan keuangan

Pada kegiatan terakhir ini, setelah form kertas kerja reviu atas

laporan keuangan telah selesai dibuat dan didistribusikan kepada

seluruh auditor, atas arahan pengendali teknis, ketua tim dan seluruh

auditor anggota tim reviu laporan keuangan ini, Penulis mendapat

kesempatan untuk melakukan uji coba secara langsung penggunaan

kertas kerja reviu pada penugasan kegiatan reviu atas laporan
keuangan Per 30 September 2019 (Triwulan 1ll) DPR Rl Tahun
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Anggaran 2019 yaitu pada tanggal 22 — 31 Oktober 2019.

Pada kegiatan ini seluruh anggota tim yang telah menerima
kertas kerja reviu langsung menuangkan pekerjaan reviu atas
laporan ke dalam kertas kerja tersebut, adapun yang menjadi
tanggung jawab (Nasionalisme) masing-masing anggota untuk diisi
ialah sheet Kertas kerja reviu untuk menilai Pengendalian Intern atas
laporan keuangan, dan Ikhtisar Hasil Reviu untuk memaparkan saldo-
saldo perkiraan di laporan keuangan pada saat sebelum direviu,
saran koreksi, dan saldo akhir perkiraan setelah direviu. Sedangkan
ketua tim akan mengumpulkan pekerjaan anggota tim untuk
menyusun Catatan Hasil Reviu yang akan dikonfirmasikan dengan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan selaku pihak penyusun Laporan
Keuangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk
melakukan penyempurnaan terhadap kertas kerja reviu berdasarkan
arahan dari pengguna kertas kerja reviu yaitu auditor.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan uji coba dan
evaluasi terhadap kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah
disusun membutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan
Publik ditunjukkan dengan dalam melakukan pengawasan penulis
harus professional termasuk memberikan kualitas terbaik pada kertas
kerja reviu atas laporan keuangan ini sehingga dapat memudahkan
auditor dalam menggunakannya, dan Whole of Government
ditunjukan dengan system kolaborasi antara penulis dengan auditor,
dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi ini.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah
melakukan uji coba dan evaluasi terhadap kertas kerja untuk
mendapatkan kertas kerja reviu Laporan Keuangan yang terbaik untuk
periode berikutnya (Komitmen Mutu). Dalam kegiatan ini diharapkan
adanya kegiatan kerja sama (Nasionalisme) antara penulis selaku
penyusun form kertas kerja dan auditor selaku pengguna kertas kerja

laporan keuangan dalam penerapan dan koreksi terkait kekurangan
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serta memberikan saran perbaikan terkait kertas kerja reviu laporan

keuangan yang telah disusun.

Gambar 20 Rapat Konfirmasi Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menggunakan kertas kerja yang telah disusun

B. STAKEHOLDER

Stakeholder yang terkait dalam kegiatan aktualisasi ini ialah :

1. Pihak Internal

a) Inspektur |

b) Auditor Inspektorat |

c) Staff Tata Usaha Inspektorat
2. Pihak Eksternal

a) Bagian Evaluasi dan Pelaporan

)



C. JADWAL KEGIATAN

Tabel 5 Jadwal Kegiatan

Kegiatan/Tahapan November

Kegiatan

Rapat Internal dengan

unit kerja Inspektorat |

e Membuat Proposal
rancangan

e Rapat Internal dengan
unit kerja Inspektorat |
untuk melakukan
konsultasi dan
meminta persetujuan
mentor serta seluruh
auditor Inspektorat |

2 | Mengumpulkan
data terkait
aktualisasi.

e Melakukan permintaan
data
terkait reviu laporan
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keuangan
sebelumnya.
Melakukan
wawancara dan
diskusi dengan ketua
tim kegiatan reviu
laporan  keuangan
periode sebelumnya.

Membuat format kertas
kerja reviu laporan
keuangan.

e Membuat konsep

kertas kerja reviu.

e Menyusun kertas kerja

reviu laporan
keuangan
menggunakan Ms.
Excel.

Sosialisasi Pengisian
kertas kerja reviu
laporan keuangan
kepada auditor

inspektorat I.

Menentukan  jadwal
rapat

Memaparkan cara
pengisian  berdasar
pedoman di
persekjen no 6 tahun
2017 tentang reviu
laporan keuangan.

Membuat catatan
rapat.

Melakukan evaluasi
kertas kerja reviu
laporan keuangan
yang telah disusun.

Pendistribusian
form kertas kerja
reviu laporan
keuangan kepada
seluruh auditor
inspektorat I.

Pengumpulan alamat
email para auditor.
Menditribusikan
kertas kerja ke
seluruh auditor
dengan
menggunakan email.
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Uji coba dan Evaluasi
Kertas kerja reviu
laporan keuangan

e Melakukan uji coba
kertas kerja
pada kegiatan reviu
laporan keuangan
Triwulan [l
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah
satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas-
tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya ialah kegiatan
reviu atas laporan keuangan.

Dan disebutkan bahwa auditor yang melakukan kegiatan reviu
laporan keuangan harus menyusun laporan reviu dan didukung
~yang didukung dengan kertas kerja reviu sebagai bentuk

pertanggungjawaban pereviu, selain sebagai pertanggungjawaban
kertas kerja juga digunakan untuk menjamin pengendalian mutu
atas kegiatan reviu Laporan Keuangan K/L. Penyusunan kertas
kerja reviu dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus
didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan
penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK K/L
periode berikutnya.

Namun dari hésil pengamatan dokumen terkait reviu laporan
keuangan semester | dan semester |l tahun 2017 dan 2018, serta
wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat |, kertas
kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan
belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa
kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti
keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi penugasan,
dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan keuangan.
Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip penyusunan
kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan diantaranya
kertas kerja harus relevan, sesuai dengan program kerja, lengkap

dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan harus seragam.



Untuk itu gagasan pemecahan isu yang diambil yaitu optimalisasi
kegiatan reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format
kertas kerja terstandar di lingkungan inspektorat | Setjen Dan BK
DPR RI.

Kesimpulan terkait kegiatan aktualisasi optimalisasi kegiatan
reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format kertas
kerja terstandar di lingkungan inspektorat | Setjen Dan BK DPR Rl
merupakan salah satu contoh kegiatan yang merefleksikan nilai-
nilai ANEKA dan Peranan PNS yang telah ditanamkan kepada
CPNS pada saat pelaksanaan Latsar. bentuk perwujudan dari nilai-
nilai ANEKA dalam kegiatan aktualisasi ini diantaranya

Nasionalisme yang ditunjukan dengan adanya kerja sama,
sikap saling menghormati pendapat dalam diskusi, dan
musyawarah untuk mufakat pada keseluruhan lini di setiap kegiatan
pertemuan dalam rangka membahas, mendukung dan
mensukseskan kegiatan aktualisasi ini. Etika Publik dimana dalam
melaksanakan setiap tahapan kegiatan aktualisasi ini penulis selalu
bersikap sopan dan santun, tidak berkata yang tidak baik,
menyusun laporan secara jelas sesuai aturan yang berlaku, serta
selalu meminta izin terlebih dahulu sbeelum melaksanakan rapat
dengan cara berkordinasi melalui surat undangan.

Komitmen Mutu ditunjukan dengan komitmen penulis yang
berusaha menunjukkan sikap profesional untuk menunjukkan
bahwa penulis bekerja dengan berorientasi dengan mutu, tujuannya
agar tercipta kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas
kerja reviu. Sehingga Inspektorat | dapat memberikan hasil kualitas
terbaik untuk kegiatan reviu laporan keuangan kedepannya, dan
dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal
membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang.

Selain itu kegiatan aktualisasi ini juga salah satu bentuk



perwujudan Akuntabilitas dimana hasil dari kegiatan aktualisasi ini
yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan akan menjadi bentuk
pertanggungjawaban auditor dalam melaksanakan kegiatan reviu
atas laporan keuangan.

Serta niali Anti Korupsi ditunjukan melalui sikap jujur dan
bertanggung jawab dalam melakukan tahapan kegiatan aktualisasi
ini, sehingga dapat menghasilkan output sesuai harapan. Juga
kertas kerja ini merupakan bentuk transparansi auditor dalam
melaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan.

Peranan dan kedudukan ASN pada Kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyususnan
kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus
professional termasuk memberikan kualitas terbaik dari hasil reviu
ini, dan membiasakan diri untuk bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara auditor

Inspektorat | dalam upaya mendukung pelaksanaan aktualisasi ini.

. SARAN

Saran dari penulis untuk penyelenggara adalah terus
meningkatkan kualitas mutu dari peserta latsar dengan cara
meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan
kompetensi tidak hanya pada saat latsar berlangsung tapi setelah
proses latsar, untuk tetap memberikan kesempatan-kesempatan
dalam pengembangan diri yang mendorong peningkatan kualitas
SDM di lingkungan Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR
Rl. Selain itu pemilihan mentor dan coach dalam aktualisasi
diusahakan jauh hari sebelum kegiatan latsar sehingga para

peserta dapat melakukan persiapan yang lebih matang.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

"ARTA KODE POS 10275

Perinal Undangan

YTH,

1. INSPEKTUR Il;

3. KABAG TU ITTAMA;

4. PARA KASUBAG TU ITTAMA;

5. AUDITOR INSPEKTCRAT I;

6. AUDITOR INSPEKTORAT II;

7. JFU;

8. PPNPN.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA

Bersama ini kami samzaikan, bahwa inspakiorat | Sekeatarial Jenderal dan Sadan
Keahlian OPR R akan melaksanakan Rapatpads ;

HariTanggal * 8enin, 7 Ckiober 2019

Wekiu - Puku! 08 30 WiB - Selesai

Temoat © RR. Inspekiorat | Gadung Setjen dan BK DPR Ri Lt5 R. 508
Acara " Rapzt Koordinasi dalam rangka Optimalisasi kegiatan CPNS

inspekiorat | Setien dan BK DFR RI

Demikian, atas pethatian dan kehadiran Saudara, divcapkan terima kasih
INSPEKTUR |,
/

Dr. DEWI BARLIANA S..M.Psi. QIA
NIP.19620926 198803 2 001 i
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Inspektur Utsma
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T i 5 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
- ™ - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

E sk JL JENDERAL GATQT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
“SETELP (G21) 5715348 FAX (021) 5715423 / 5715208 WEBSITE  www.dpr 9o id

DAFTAR HADIR
HzniTarqzal Zenin, T Oktobar 2018
Nkt 02 30 Wi3 - selesa)
Tempzt Ruang Repal inspekicrat | Lt £5.08 3edung Setjen dan BKCPR RI
Aczra Rapat Koordinasi dalam rangka pemapzran Rarcangan Aktualisasi dergar judul "Cptimashisasi

kegialan Reviu aias Laporan Keuangan melaiui penyusunan format hertas keria terstandar di
fingkungan Inspshiorat | Setizn dan BKGFR R

NO | NAMA INSTANSI/NPWP TANDA TANGAN

| |
!—1.. M. Afrizal Ardnl, AMd., AX Sdlm § Bk pre v ‘

MNarasumber

Inspektur |,

Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.. QIA
NIP. 186208261388032001



LAPORAN SINGKAT
RAPAT DALAM RANGKA PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISAS| KEGIATAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT |
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Har/Tanggal Senin, 07 Okicber 2019
Nakiu Pukul 09.30 WIB s.d selesai
. Tempat . Ruang Rapat Inspaktorat |
Pimpinan Rapat inspaktur |
Pesaria Rapat 1. Ibu Mulyati, 8.E (Pengendali Teknis)

2. Dyah Citra Ariwidyasari, S A.B., M.E. (Mentor)
3. Auditor Inspskiorat Utama

Lgenda Rapat . Pemazparan Rancangan Aktualisasl dengan judul “Cplimalisasi Kegiatan

Raviu Alas Laporan keuangan mefalui penyusunan formal kertas kerja
terstandar di lingkungan Inspektorat | Sefien dan EK DPR RI".

Catatan Rapat:

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat pada pukul 09.30 WIB.

Rapat bertujuan untuk memaparkan rancangen akfualisasi dengan judul “Optimalisasi Kegialan Rewu

Atas Laporan keuangan melaiui panyusunan format kertas kerjz terstandar di lingkungan Inspektorat |

Setjen dan BK DPR RI"

Adanya masukan terkait kuesioner evaluas! kegiaten audit Inspekivrat | cleh pibak audilee dimana

nada rapat ini adalzh Biro Protckol sebagai audifee diantaranya:

3. Melakukan penyesuaian terhadap kolom pemilihan unit akuntansi yang terdapal pada kertas kerja
reviu laporan keuangan menurut Persekjen No. 6 Tahun 2017, dengan kertas kerja reviu laporan
keuangan yarg zkan disusun, mengingat hanya ada satu unit akuntarsi ¢ Selien dan BK DPR R
sefungga harus disesusikan menadi hanya disisakan kolom UAPA

5 Mslgkukan penyesuzian langrah-lzngkah ! lahapan raviu yang terdapal dalam kerias kera revie
taporan keuargan dengan keadaan di Setjen dan BK OFR RI,



I

Kembuat baaan siur lerkait kegistan-hegizlan yang & rxan pada sast melsksanakan rav
aporan keuangan berdasarkan PKA yang teiah dibuat oieh ketua tim kegatan revw lezporan

k2uangan
tebih mempenzlas penbabasan lerbat kegalen raviv ocran keuangan ity sendin dalzm
rancangan ahiualisasi.

Mempericiat dan lebih infens untul melehukan koordinasi dengan para auditor dan m
fujuan memperaleh keras kerja yang sestar kebutubian, ‘enal guna, dan mudah dpsham

3

Papat ditutup pada pukul 1200 W8

Jakaria (7 Gklober 2015
pektur i,

Dr. Cewi Bariiana S., M.Psi, QIA.
MIP 18620926 1588032 001



Catatan SaraniMasukaniRekomendasi yang diterima dari hasil pemaparan
Rancangan Aktualisasi dengan judul Optimalisasi Kegiatan Reviu Atas
Laporan keuangan melalui penyusunan format kertas kerja terstandar di

Hari/Tanggai

lingkungan Inspekiorat | Setjen dan BK DPR RI.

Serin. 7 Ckichar 2915

‘WNaktu 0230 - selesal
Tampat Ruang Rapat Inspekiorat | Lt 5, Gedung Saljen dan BK UPR RI
No | Saran/Masukan/Rekomendasi Namal/Jabatan | Tindak Lanjut

1

Melakukan penyesuaian terhadep kolom
pemilihan unit akuntansi yang terdapst
| pada kertas kerja reviu laporan keuangan
| menurut Persekjen No. 6 Tahun 2017,
i dengan keras kerja reviu laporan
keuangan yang akan disusun, mengingat
hanya ada satu unit akuntansi di Setjen
dan BK DPR Rl sehingga harus
disesuaikan menjadi hanya disisakan
| kolom UAPA,

Fabrina Mustika
Ekawati, S.E./
Auditor Pertama

Melakukan penyesuaian langkah-langkah
{ tahapan reviu yang terdapat dalam
kertas kefja reviu laporan keuangan
dengan keadaan di Seijen dan BK DPR
1 RL

Heru Nugroho, S.A.B,
M.AP. I Auditor
Pertama

| Membuat bagan alur terkait kegiatan-
. kegialan yang dilaksankan pada saat
 melaksanakan reviu laporan keuangan
| berdasarkan PKA yang telah dibuat oleh
ketua tim Kkegiatan reviu ‘aporan
keuangan. |

Dyah Citra
Ariwidyasari, S.A.B.,
M E. I Auditor Muda

Lebin memperjelas pembahasan terkait
kegiatan reviu laporan keuangan itu
sendiri dalam rancangan aktualisasi.

Dyah Citra
Ariwidyasari, S.AB.,
M.E. / Auditor Muda

Memperkuat dan lebih intens untuk
melakukan koordinasi dengan para
auditor dan mentor dengan tujuan |
memperoleh kertas kerja yang sesuai |
kebutuhan, tepat gura. dan mudah
dipahami. |

Dede M Rieswanto,
A.Md [ Staf
Inspeklorat 1.




Bapan Alur Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270/PMK.05/2014
TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PADA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesual ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai
tahun anggaran 2015; J

b. bahwa dalam rangka penerapan standar akuntans:i pemerintahan
berbasis akrual khusus untuk pemerintah pusat, perlu mengatur
ketentuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual pada pemerintah pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Pusat;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH
PUSAT.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

L. SAP ~ Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntans: yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laperan keuangan
pemerintah. yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis vang ditetapkan dalam  Anguaran

022318 -5y



MENTERI KEVANCAN
HEPUSUIK INSONESIE

SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 253 /PMR.O9/2015
TENTANG
STAMDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayal (S)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMR09/°2010
tentang  Standar Reviu  Atas Laporan  Keuangan
Kementerian  Negara/Lembaga, dengan  mencrapkan
Standar Akuntansi Pemenntahan Berbasis Kas Menuyju
Alrual;

b bahwa untuk mendorong pernunglkatan kualitas Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembuga vang cisusun
dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
herbasts  akrual  sebaggimana  dimanatikan dalam
Peraturan Pemerintah Nemor 71 Tahun 2010 temtang
Standar Akuntansi Pemerintahian, perlu
menyempurnakan Standar Revin Lapotan Keuangan
Kementersan  Negara/Lembaga  vang  diatur dalam
Peraturan Menten Keuangan Nomor 41 PME 097 2810

< bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaitnana

‘
dimaksud dalam kurdf a dan haral b, periu menetapiran

wuww peith kemenboeu gohid
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Reviu terhadap pengungkapan nilai vang; terdapat Neraca, LRA, LO, LPE (perlode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017)
L] raan Panelasan

Terdapat perhedaan aengungkapan nila "PNBP Tahan 2018° antara yang tertery pada tRa
[Rpd 839 345.127), barbeda dergan vang tertera oada LO {Hu2 487 479.010)

N Terdapat parbedaan pengungkapan ria "PNBP Tahun 20177 antara vang fertira pada RA
° (Rph.297 DSG 351), derbeda denpan yang tertera paca L5 (Apl 417 560,124}

Terdapat perbedaan pengungkapan nila: "Belama Pegawai Tahun 2018 antara yang tertera
pada LRA (Rp729.402.629.567), herbeda dergan yang tertara pada LO (Rp729.393.823.422

Terdapat perbedaan pengungkapan nika “Belar;a Pegawai Tahun 20177 antara yang tentera
pada LRA Rp704.202 242,593, berbeda dengan yarg tertera paza LD {Rp704.132.863.177)
Terdapat perbedaan pengungkapan nilal “Surplus/Defisit-LO Tahun 2017" antara yang

5 tertera pada LO ({Rp2.723.556 5C2.153}), berbeda dengan yang tertera pada LPE
({Rpd.155 806.321.537))

keterangan 3T

- Datauntuk mereviu simpal dengan 31 Oktober 2018 pukal 12.00wib

Sumber data/dokumen reviu adalah hanya paca dokumen Neraca, LRA, LO. LPE ipericde vang
Berakh:r 30 Septemper 2018 dan 2017} yang ddampirkan pada Nota Dinas Deput Bidang
Administras Noinar DA/1005/5ETIEN DPR RI/X2018 tanggai 26 Qktaber 2018

Reciu terhatas hanya pada kesesuaan pengungkagan nild-nilai masing-maung akun 0ada pos-pos
Neraca, LRA, LO, LPE [pericde yang berakhir 30 Septemper 2018 dan 2017}

Belum difakukan konfirmas: kepada penyusun LK terhadag hasil reviu tersebut
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NOTISI DAFTAR PERMASALAHAN REVIU ATAS LAPORAN REUANGAN DPR Ri
UNTUR TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNT 2017

Pendapatan

Terdapat potensi pendapatan denda keterlambatan pembavaran sewa gedung dan banganan

schesit Rp66.6.0010).- dengan rneran sebagai berikuy:

';—i‘_c_nf\-é\afﬁw;'langgu] Tangeal i Nilai Kontrak § Hari ‘ Total
; { Mulai Sewa ! Bayar Sewa [ Sewa Keterlambatan i Denda
: | |
E Waring 1017 [ 08023017 | Rp9.000.000 | 34 Rp612.000 '
| Sardasi |
; i |

Warung Tanto | 170172017 1 20/0172017 Rp2.000.000 |3 Rp34.000
| (Kurnia Jaya)

| TOTAL
!

Rp666.000

Alas potensi deuda tersebut, Tim Reviu belum dapat meyakini bahwa penyewa teloh melakukan

pembayaran,

Terdapat ketidaktertiban administrasi dalam kontrak perjanjian sewa menyewa gedung dan
bangunan khususnya warung-warung.
Penyewa TanggalNomor Tanggal Perbedaan Tanggal
Kontrak Kontrak Hari Setor
ditandatangani
Warung 13 Juni 2017 20 Maret 2017 | 88 Hari 16 Maret
Asrapi PB.01/390/SETJEN 2017
DPR i
READM.BMN/IL2017
Warung 15 Juni 2017 1 Maret2017 | 105 Hari 20 Februari
Hery PB.OI/391/SETIEN 2017
DPR i
i RUADM.BMNAI2017 |
"1 Warung | 16 Februari 2017 117 Januari | 30 Hari Januari-
! | 2017 Februari
iL 2017

Menyewa (MoU) antara Setjen DPR RI dengan pihak

berbadan hukum di lingkungan Setjen DPR RI seperti Bank, Koperasi, GSM, dan lain-lain, yang

menggunakan satu tanggal dalam kentrak dan dalam memulan perjanjian, Surat Perjanian Sewa-

Menyewa (Moll) dengan waryog-warung menggunakan tangaal vang berbeda dalam pennmoran



.

e}

sontrak,  Ketidaktertiban  penanggalan Komtrak  perfnjian sewa menyewa mengakibathan
hesulitan dalam penghitunzan masa sewa dan penghitangan pendapatan diterima Ji muka

Terjudi potenst masalah bukum d: kedepannya.

Persediaan

Terdaput perbedaan sulde antara Laporun Persediaan dengan Laporan Posisi Persediaan di
Neraca  Pada Laporan Persediaan.  salds  persediaan savpai dengan 30 Juni 2007
Rp16.433.977.065,00, sedangkan pada Laporan Posisi Persediaan di Neraca saldo persediaan per
30 Juni 2017 Rp16443.527.063,00 schinaga terdapat selisih antara dua laporan tersebut sebesar
Rp10 4350.000,00

Pendapatan Diterima Di Muka
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan yang kontrak perjanjiannya disusun Tahun 2017 belum
dihitung  pendapatan  diterima  dimukanya.  Sehinggn  terdapat  kurang catat  sebesar

Rp1.593.399.540,54 dengan rincian sebagai berikut:



Lain-lain

[

2

Berdasarkan hasil permmtann keterangan, diketabui baliva sampai dengan selesainya Reviu
atas Laporan Keuvangan, Bivo Perencanaan dan Keuangan belum  memiliki hebijakan
akuntansi yang berlaku sebagai pedoman penyusunan Laporan Kenangan,

Lambatnya penyusunan taperan keuangzan, rerutama dischabkan olel lambatoya data-data dari
unit-unit kerja khususnya terhait persediaan. Unit-unit kerja pengelola persediaan belum tertib
dalam pencatatan barang persediaan vang masuk dan yang keluar, sehingga terjadi selisih

pada saat dilakukannya rekonsiliasi antara aplikasi akuntansi kenangan dan akuntanst barang.

Jakarta, 23 Juli 2017
LAKHAR INSPEKTUR UTAMA

[an. Bambana Rudy Anto, S.H.. M.H.
NIP, 19390314 198803 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLMN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021} 5715 423/ 5715 925, WEBSITE - wawdorga.d

Homar T/ 403 /SETJEN DAN BK [PR Ry *(iz018 22 Cittobier 2010
Sifat Penting
Derajat Ssgera
Perkai - Undangan
YTH.
1, INSPEKTURII;
3. KABAG TU ITTAMA;
4. PARA KASUBAG TUITTAMA;
5. AUDITOR INSPEKTORAT I;
6. AUDITOR INSPEKTORAT Ii;
1. JFU;
8. PPNPN.
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA
Bersama ini kami sampaikan, bahwa Inspekioral | Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI akan melaksanakan Rapat pada
HariTanggal . Rabu, 23 Oktober 2018
Waktu . Pukul 13.00 WIB - Selesa
Tempat . RR. Inspektorat | Gedung Setjen dan BKK DPR RILI5 R 508
Acara Rapal Tim Reviu Laporan Keuangan DPR Rl Triwulan Il Tahun
2018
Demildan, alas perhatian dan kehadiran Saudara, diucapkan tedima kasih
INSPEKTURI, - ,
Dr. DEW| BARLIANA 5..M.Psi, QA
NIP.13620926 198803 2 001 :
Tembusan .
inspektur Litama

Sekretarial Jenderal dan Badan Keshlian DPR RI




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUEROTO JAKARTA KODE POS 10270
== TELP. (021) 5715 346 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dprgo.id
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DAFTAR HADIR

Harl Tanggal Rabu. 23 Ckisher 2019

Vaktu 13.00 WIB - selesar

Tempat Ruang Raoat Inspekiorat | LL5 Ruang 05.03

Acara Rapat Tim Paviu Laporan Keuangan DFR RI Triwatan it Talun 2019
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG ~
PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa untuk menerapkan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi
pemerintah (SAP) yang berbasis akrual, maka laporan
keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia harus dihasilkan melalui sistem akuntansi
instansi yang disampaikan secara tepat wakty,
disusun dengan mengikuli standar akuntansi
pemerintahan dan direviu oleh Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan Dewan
Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mendorong
penyelenggaraan kepemerintahaan  yang  baik,
diperlukan pedoman reviu atas laporan keuangan
Dewan Perwakilan Rékyai Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huru/ a dan huruf b, perlu
&



menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang
Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor 7§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Peraturan Sckretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

: -



scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS  JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang

dimaksud dengan:

L.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI
adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan,
Catatan atas Laporan Keuangan (CalK] adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LK
DPR| adalah bentuk pertanggungjawaban Setjen dan BK DPR RI atas

1

W



10.

11.

pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CalK yang
dihasilkan dari proses akuntansi.

Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK DPR oleh auditor Inspektorat Utama yang kompeten
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan instansi dan LK DPR telah disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan, dalam upaya membantu Setjen dan BK DPR
Rl untuk menghasitkan LK DPFR yang berkualitas.

Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR secara
benar dan tepat.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya
disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan ‘dan
operasi keuangan pada Setjen dan BK DPR RI.

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SP1 adalah
suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan
untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian LK DPR.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data
berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya. yang
berisikan data transaksi, data buku besar, dan/ atau data lainnya.
Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti

untuk menghasilkan data akuntansi. *



13.

14.

15.

16.

1.

18.

19,

.Entitas  Akuntansi  adalah  unit  pemerintahan  Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dan oleh  karenanya  wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK DPFR untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa LK DPR.

Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang
didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan
memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan.

Keandalan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang
didasarkan pada fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dari
pengertian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material.

Laporan Operasional selanjutnya disebut LO adalah laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas selanjutnya disebut LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disebut LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu aset, utang, dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu. b



20. Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu
transaksi ke dalam akun LK DPR berdasarkan kriteria yang diatur
dalam SAP.

21.Pengakuan transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga
menjadi bagian yang melengkapi unsur akun LK DPR dengan kriteria
mimimum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui
adalah:

(a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
ke dalam entitas pelaporan; dan

(b) transaksi tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
atau dapat diestimasi dengan andal.

22. Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk
dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun LK DPR, pengukuran
akun dalam LK DPR menggunakan nilai perolehan historis, dimana:
(a) aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan

(b) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

23. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan
data untuk menghasilkan LK DPR, mulai dari pengumpulan,
pencatatan, dan pengikhtisaran data,

24.Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Setjen dan
BK DPR RI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program.

25.8tandar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah,

26.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit organisasi

Setjen dan BK DPR RI yang bersifat fungsional yang melaksanakan
»

6



27

28

29.

fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari

unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit

akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat

satuan kerja.

.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eseclon | (UAPPA-E])

edalah unit akuntansi pada tingkat Eselon | yang melakukan
kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPA serta UAKPB
yang langsung berada di bawahnya.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi
pada tingkat Setjen dan BK DPR RI (Pengguna Anggaran) yang
melakukan kegiatan penggabungan LK DPR seluruh UAPPA-El yang
berada di bawahnya.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan

instrumen bagi Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI untuk

menjalankan pelaksanaan Reviu atas LK DPR.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan

untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual dan menyajikan LK DPR yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan prosedur Reviu,

(1)

Pasal 5
Pedoman Reviu LK DPR tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. f"

7



(2) Contoh-contoh format dalam pelaksanaan Standar Reviu tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini
Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

<



LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Reviu atas LK DPR pada hakikatnya bertujuan untuk meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam LK DPR Semesteran dan
Tahunan, namun mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir
penyusunan LK DPR dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan,
maka Reviu dimaksud perlu dilaksanakan bersamaan dengan
pelaksanaan anggaran dan tidak menunggu setelah LK DPR selesai
disusun. Selain itu, mengingat peran dan fungsi pengawasan intern
pemerintah dalam rangka ‘membantu dan mendorong penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, maka Reviu atas LK DPR juga bertujuan
untuk membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dalam menghasilkan LK DPR yang berkualitas dan dapat
dipertanggungawabkan.

Dengan mempertimbangkan kewajiban Reviu dan peran pentingnya
dalam membantu peningkatan kualitas LK DPR serta amanat Pasal 57
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun
Pedoman Reviu LK DPR sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reviu.
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B. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu  adalah  untuk membantu terlaksananya
penyelenggarzan akuntansi dan penyajian LK DPR dan memberikan
keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi LK DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, sehingga dapat menghasilkan LK DPR yang
berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila Pereviu menemukan
kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam
penyajian laporan keuangan, maka Pereviu bersama-sama dengan Unit
Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas
kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang,

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat
sebagaimana dalam audit, karena dalam Reviu tidak mencakup pengujian
atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian
catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan
keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan
melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu
lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

C. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK DPR, termasuk penelaahan atas catatan
akuntansi dan Dokumen Sumber yang diperlukan. Ruang lingkup Reviu
tidak mencakup pengujian atas SPI, catatan akuntansi, dan Dokumen
Sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan,

4
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Reviu dititikberatkan pada Unit Akuntansi dan/atau akun LK DPR
yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan
akuntansi dan/atau penyajian LK DPR. Reviu dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan berjenjang, yang mencakup unit-Unit
Akuntansi pada Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu UAKPA, UAPPA-EI,
dan UAPA, serta UAKPB, UAPPB-El dan UAPB. Pendekatan berjenjang
tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing
tahapan Reviu.

Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas:

a. penelusuran LK DPR ke catatan akuntansi dan Dokumen
Sumber;

b. permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan,
pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LK DPR antara
Unit Akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN] secara
berjenjang; dan

c. analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang
kelihatannya
tidak biasa.

D. SASARAN REVIU

Sasaran Reviu adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia  memperoleh  keyakinan terbatas bahwa
penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK DPR disajikan
sesuai dengan SAP, serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dapat menghasilkan LK DPR yang berkualitas. N
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E. WAKTU PELAKSANAAN REVIU

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LK DPR. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah Reviu
dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LK DPR Semesteran dan Tahunan, serta tidak menunggu
setelah LK DPR tersebut selesai disusun. Hal ini perlu dilakukan
mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK DPR
dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan. Dengan waktu
pelaksanaan Reviu sebagaimana tersebut di atas, diharapkan Inspektorat
Utama Setjen dan BK DPR RI memiliki cukup waktu untuk dapat
membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia menghasilkan LK DPR yang berkualitas,

F. KOMPETENSI PEREVIU

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas Reviu atas LK DPR,
perlu dipertimbangkan kompetensi Pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai
dengan tujuan Reviu atas LK DPR, maka tim Reviu secara kolektif
seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berilut:

a. menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. menguasai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
(Sistem Akuntansi dan Pelaporan BMNJ;

¢. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok Unit Akuntansi
yang direviu;

d. menguasai dasar-dasar audit;

e. menguasai teknik komunikasi; dan

f. memahami analisis basis data. ¥



G. OBYEKTIVITAS PEREVIU

Pereviu harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan Reviu. Prinsip
obyektivitas mensyaratkan agar Pereviu melaksanakan Reviu dengan jujur
dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian
seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh
kepentingan sendiri atau crang lain dalam mengambil keputusan.

H. KEYAKINAN TERBATAS HASIL REVIU

Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam Reviu meliputi:
. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain dipercleh
dengan -
a. membandingkan saldo akun LK DPR terhadap buku besar; dan
b. membandingkan saldo akun LK DPR terhadap laporan pendukung
(misalnya saldo akun Aset Tetap terhadap Laporan Posisi BMN di
Neraca).
2 Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh
dengan:
a. menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi
keuangan dengan data transaksi BMN;
b. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SAI dengan
data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).,
c. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SIMAK BMN
dengan data dari KPKNL, dan
d. menilai proses inventarisasi BMN oleh Unit Akuntansi.
3. Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh
dengan:
a. menilai proses verifikasi Dokumen Sumber transaksi keuangan
atau transaksi BMN; dan 2
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b. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau
transaksi
BMN.
4. Keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan
diperoleh dengan menilai penyajian akun-akun dalam pelaporan LK
DPR berdasarkan SAP.

L TAHAPAN REVIU

Untuk mendapatkan hasil yang memadai, Reviu perlu dirancang
dengan baik pada tiap tahapan meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan Reviu, Pada setiap tahapan Reviu tersebut,
Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI dapat melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak yang terkait, baik penyusun laporan keuangan pada
tingkat UAPA dan UAPPA-El maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu
BPK RL

Tahap perencanaan Reviu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk
menyeleksi dan menentukan obyek Reviu, proses penyelenggaraan
akuntansi dan akun LK DFR yang akan Direviu, dan pemilihan langkah-
langkah Reviu. Tahap pelaksanaan Reviu mencakup kegiatan penelaahan
atas penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada unit Reviu, serta
penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR), Tahap pelaporan Reviu mencakup
kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), lkhtisar Hasil Reviu
(IHR), dan Laporan Hasil Reviu (LHR), yang dilakukan secara berjenjang
mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Sebagai dukungan atas pelaksanaan Reviu, Pereviu dapat
melakukan pendampingan terhadap Unit Akuntansi Sekretariat Jenderal
DPR RI selama pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Rangkaian aktivitas pendampingan pemeriksaan BPK
diawali melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR dalam hal ini Biro %
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Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan kegiatan
pendampingan adalah untuk membantu efektivitas pelaksanaan
pemeriksaan LK DPR oleh BPK. Sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam
pendampingan pemeriksaan BPK antara lain adalah:

a. menjelaskan kepada BPK mengenai hasil Reviu atas LK DPR agar
dapat digunakan oleh BPK;.

b. mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;

c. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Unit
Akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh BPK;

d. membantu penyamaan persepsi Unit Akuntansi terhadap temuan
hasil pemeriksaan BPK;

e. mendampingi Unit Akuntansi dalam pertemuan akhir dengan
BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK DPR; dan

f.. mendorong Unit Akuntansi untuk segera memperbaiki LK DPR
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK dikategorikan

sebagai laporan intern untuk kepentingan manajerial. Laporan dapat

dibuat dalam bentuk surat, laporan singkat atau Nota Dinas kepada

pemberi tugas. Dalam hal diperlukan laporan dapat disampaikan ke

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(tergantung pada substansi masalah yang dihadapi).

1. PERENCANAAN REVIU

Tahapan perencanaan Reviu diawali dengan pembangunan
komitmen pada tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI untuk
menghasilkan LK DPR yang berkualitas, yang diantaranya melalui
penetapan target opini LK DPR yang akan dicapai. Selanjutnya,
apabila diperlukan maka Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR
Rl menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan“
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kualitas LK DPR. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi tersebut
melakukan koordinasi secara intensif dengan unit/lembaga terkait,
seperti penyusun LK DPR, dan BPK. Koordinasi diperlukan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan LK DPR,
termasuk di dalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut basil
pemneriksaan BPK atas LK DPR periode sebelumnya. Meialui
koordinasi tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan
perencanaan Reviu yang efektif untuk menentukan Unit Akuntansi
dan akun-akun signifikan yang akan Direviu, Tahapan perencanaan
Reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan Reviu individual
yang meliputi penyusunan tim Reviu, pemahaman obyek Reviu, dan

pemilihan prosedur Reviu berbasis risiko yang akan digunakan.

Penyusunan tim Reviu dilaksanakan dengan
mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif
harus terpenuhi. Tim Reviu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT), serta apabila
diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali
Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu atas
LK DPR, Sebagai dasar pelaksanaan penugasan Reviu atas LK DPR
maka Inspektur Utama Setjen dan BK DPR RI membuat dan
menandatangani Surat Tugas Reviu. Surat Tugas Reviu sekurang-
kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas dan susunan Tim,
tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan Reviu.
Contoh bentuk Surat Tugas disajikan pada Format 1 Lampiran II.

Penyeleksian dan penentuan obyek Reviu dilakukan dengan
menggunakan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
a. Materialitas. Unit Akuntansi yang mempunyai saldo akun LRA,

LO, LPE, atau Neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam

1 4
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data LK DPR periode pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal
dari data LK DPR yang sudah diaudit oleh BPK).

b. Kepatuhan Penyampaian LK DPR dan Kualitas LK DPR. Unit
Akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK
DPR dan/atau Unit Akuntansi yang LK DPR-nya tidak disusun
berdasarkan SAI dan tidak disajikan sesuai dengan SAP, meski
memenuhi batas waktu penyampaian LK DPR.

c. Signifikansi. Unit Akuntansi yang menghadapi permasalahan LK
DPR yang signifikan, yang antara lain tercermin dalam hasil audit
BPK atas LK DPR dan/ atau hasil Reviu sebelumnya.

d. Ketersediaan Sumber Daya. Penentuan jumlah Unit Akuntansi
yang akan Direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya
Pereviu.

Pemahaman atas obyek Reviu dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan
akuntansi pada Unit Akuntansi yang bersangkutan (UAKPA, UAPPA-EI
dan UAPA) guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan
prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi
yang digunakan untuk menyajikan LK DPR. Pemahaman tersebut
antara lain dilakukan dengan memahami:

a. LK DPR Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau
periode sebelumnya.

b. Hasil Reviu dan/atau audit atas LK DPR sebelumnya.

c. Bagan organisasi Unit Akuntansi, khususnya unit organisasi
yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan
akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang
bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
BMN. ¥



d. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan operasional Unit Akuntansi.
e. Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi, dan

Sistem Akuntansi Instansi beserta aturan terkait lainnya.

Pemilihan prosedur Reviu dimaksudkan untuk menentukan
langkah-langkah Reviu yang tepat, dengan mempertimbangkan pada:
a. Tingkatan Unit Akuntansi yang Direviu, yaitu apakah UAKPA,

UAPPA-EI atau UAPA.

b. Pertimbangan dan justifikasi Pereviu berkaitan dengan
penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan Direviu, yaitu:

1} apakah penyelenggaraan akuntansi atau akun LRA, LO, LPE,
Neraca, dan segmen dalam CalLK yang akan Direviu,

2) apakah semua akun (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca)
atau akun tertentu saja (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca)
yang akan Direviu. Penentuan akun LRA dan/ atau Neraca
yang akan Direviu, dapat didasarkan pada:

« nilai (besar atau kecilnya) saldo akun;

+ potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang
tercermin dalam hasil audit BPK atas LK DPR dan/atau
hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR;

3

apakah semua segmen CalLK atau segmen tertentu CalLK saja

yang akan Direviu;

4) apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan

akuntansi atau aktivitas penyelenggaraan akuntansi tertentu

saja yang akan Direviu. Penentuan aktivitas penyelenggaraan

akuntansi yang akan Direviu, dapat didasarkan pada:

+ pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas
menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
BMN; J 2
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+ pemahaman atas alur kerja penyelenggaraan akuntansi
dan pelaporan BMN;

+ kelemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan,
yang tercermin dalam hasil audit BPK atas LK DPR
dan/atau hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR;

¢. Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam
pelaksanaan Reviu.

2. PELAKSANAAN REVIU

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan Reviu dilakukan
melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR. Koordinasi tersebut
diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas
rencana pelaksanaan Reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan
hasil Reviu, dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan, Tahap
pelaksanaan Reviu meliputi identifikasi permasalahan pada proses
penyelenggaraan akuntansi dan peyajian LK DPR serta pemberian
saran perbaikan dan bantuan kepada Unit Akuntansi agar segera
dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi. Apabila
diperlukan, pada tahap ini Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal
DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan BPK. Kegiatan yang
tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau
informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan
keuangan, dan penyusunan kertas kerja Reviu.

1.Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi.
Berkaitan dengan konsep dasar Reviu yang dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan berjenjang yang meliputi tingkat UAKPA,
UAPPA-E] sampai dengan UAPA, Pereviu perlu mempertimbangkan
¥
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metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk
mendukung pelaksanaan Reviu secara optimal.
. Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laperan Keuangan.
Dalam tahapan ini, Pereviu melakukan penclaahan atas
penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada Unit Akuntansi yang
telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan Reviu.
Penelaahan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur Reviu
pada masing-masing Unit Akuntansi yang disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:
a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LK DPR;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LK DPR, yang berisi:
1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan
SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LK DPR;
2

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LK
DFR;
Langkah-langkah Reviu akun LK DFR; dan

Prinsip dasar Reviu, yaitu apabila Pereviu menemukan

3
4

kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau
kesalahan dalam penyajian LK DPR, maka Pereviu bersama-
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara berjenjang.
Pereviu dapat memilih prosedur Reviu yang dibutuhkan
berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan
pada tahap Perencanaan Reviu. Selanjutnya Pereviu dapat
menambah, mengurangi, memperluas atau memperdalam
langkah-langkah Reviu, apabila menurut pertimbangan dan
Justifikasi Pereviu hal tersebut harus dilakukan. 2
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3.Penyusunan Kertas Kerja Reviu.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi

pelaksanaan Reviu atas LK DPR maka Pereviu harus menyusun

Kertas Kerja Reviu (KKR}, untuk menjelaskan mengenai:

a. Pihak yang melakukan Reviu (Inspektorat Utama Sekretariat
Jenderal DFR RI);

b. Pada tingkatan Unit Akuntansi mana Reviu dilakukan (UAKPA,
UAPPA-El atau UAPA);

c. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK DPFR
(LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yang Direviy;

d. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah Reviu yang
dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

e. Hasil pelaksanaan langkah-langkah Reviu dan
simpulan/catatan Pereviu,

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu atas LK
DPR, maka KKR yang disusun oleh AT harus Direviu oleh KT, untuk
selanjutnya disetujui oleh PT apabila diperlukan. Reviu dan
persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial,
paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut Direviu dan
disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan
pelaksanaan Reviu, dengan menggunakan contoh sesuai Format 2

Lampiran I

Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan Reviu dan
harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk
kepentingan penelusuran kembali hasil Reviu dan pelaksanaan
Reviu atas LK DPR periode berikutnya.

Untuk setiap Unit Akuntansi yang Direviu, simpulan dalam
KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu
(CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR). %
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3. PELAPORAN REVIU

Pelaporan Reviu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan
alasan pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan
atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati,
langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang
tidak atau belum dilaksanakan. Rangkaian aktivitas dalam pelaporan
Reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan Reviu
yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur Reviu yang dilakukan,
kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang
disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran
perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.

Hasil pelaporan Reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Utama
Setjen dan BK DPR RI untuk membuat Pernyataan Telah Direviu pada
tingkat UAPA, yang antara lain menyatakan bahwa:

a. Reviu telah dilakukan atas LK DPR berupa LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal
pelaporan keuangan;

b, Reviu dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Reviu atas
Laporan Keuangan DPR R];

¢. semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen Setjen dan BK DPR RI;

d. tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK
DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP kepada Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

e. ruang lingkup Reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan; i

14



f. simpulan Reviu yaitu apakah LK DPR telah atau belum

disajikan sesuai dengan SAP; dan

paragral penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan
perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau
koreksi penyajian LK DPR yang belum atau belum selesai
dilakukan oleh Unit Akuntansi.

Pelaporan Reviu dibuat pada setiap tingkatan Unit Akuntansi

mulai dari UAKPA sampai dengan UAPA yang disajikan dalam bentuk
CHR dan IHR. Adapun pada tingkat UAPPA-El dan UAPA dapat
disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari
CHR dan IHR pada seluruh Unit Akuntansi di bawahnya.
1.Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR).

Dalam hal Pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK DPR

yang belum diselenggarakan berdasarkan SAl dan/atau penyajian

LK DPR belum sesuai dengan SAP, maka Pereviu harus membuat
Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Unit Akuntansi yang terkait. Hal-
hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:

a.

Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/ atau LK
DPR (LRA, LO, LPE, Neraca, CalK) yang harus dikoreksi.
Permasalahan yang dihadapi oleh Unit Akuntansi dalam
penyusunan LK DPR berdasarkan SAl dan/atau penyajian LK
DPR sesuai SAP,

Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh
Pereviu dan Unit Akuntansi dan telah atau akan dilakukan oleh
Unit Akuntansi.

Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh

‘Pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh Unit

Akuntansi.
)
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Dalam hal Unit Akuntansi belum atau belum selesai melakukan
perbaikan dan/atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang
disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu
penyampaian LK DPR kepada Menteri Keuangan (minggu ke-3 Juli
atau minggu ke-3 Februari), maka koreksi dan/atau perbaikan yang
belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan
Pernyataan Telah Direviu., Contoh bentuk CHR disajikan dalam
Format 3 Lampiran 1.

. Penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR).

Untuk memudahkan pengguna hasil Reviu dalam memahami hasil
Reviu yang berkaitan dengan penyajian LK DPR, Pereviu menyusun
IHR yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun
sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. Usulan
koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang
ditemukan pada Unit Akuntansi bersangkutan maupun Unit
Akuntansi di bawahnya. Contoh bentuk IHR disajikan dalam
Format 4 Lampiran II.

. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

Laporan ini dapat disusun pada tingkatan UAPPA-El dan UAPA
sebagai gabungan dari CHR dan IHR Unit Akuntansi di bawahnya.
Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap hasil Reviu yang dilakukan. LHR dapat
disusun dengan contch seperti pada Format 5 Lampiran II. Contoh

format Pernyataan Telah Direviu disajikan dalam Format 6
Lampiran II.

o
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J. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAKPA

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Prosedur Reviu LRA tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan
bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LRA telah
sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA
telah terpenuhi. Prosedur Reviu LRA UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LRA;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LRA, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian

2
3
4

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan askun dengan SAP
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LRA;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LRA;
Langkah-langkah Reviu akun LRA; dan

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam
mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan
keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK
Unit Akuntansi) , maka Pereviu bersama-sama dengan Unit
Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau
koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara

berjenjang.

2. Laporan Operasional.

Prosedur Reviu LO tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan
bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LO telah
sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LO
telah terpenuhi. Prosedur Reviu LO UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai bcrikutél b
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a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LO;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LO, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LO;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LO;

3) Langkah-langkah Reviu akun LO; dan

4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam
mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses
pelaporan  keuangan (termasuk keterlambatan dalam
penyampaian LK Unit Akuntansi, maka Pereviu bersama-
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara berjenjang.

3. Laporan Perubahan Ekuitas,

Prosedur Reviu LPE UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LPE telah sesuai
dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LPE telah
terpenuhi. Prosedur Reviu LPE UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LPE;

b. Langkah-langkah Reviu per akun LPE, yang berisi :

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LPE;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LPE;

3) Langkah-langkah Reviu akun LPE; dan &
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4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam

mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan

keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK

Unit Akuntansi), maka Perevin bersama-sama dengan Unit
Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau

koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara

berjenjang.

4. Neraca.

Prosedur Reviu Neraca UAKPA bertuyjuan untuk memastikan bahwa

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun Neraca telah sesuai
dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan Neraca telah
terpenuhi. Prosedur Reviu Neraca UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun Neraca;
b. Langkah-langkah Reviu per akun Neraca, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan

2

3
4

kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun
dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan
keabsahan informasi dalam Neraca;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun
Neraca;

Langkah-langkah Reviu akun Neraca; dan

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam
mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses
pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam
penyampaian LK Unit Akuntansi), maka Pereviu bersama-
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau

kesalahan tersebut secara berjenjang, . 5
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5. CaLK dan Lampiran LK UAKPA.

Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAKPA bertujuan untuk
memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan
pengungkapan informasi dalam CalK UAKPA telah terpenuhi.
Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut :

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan
informasi dalam CaLK UAKPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan
Lampiran LK UAKPA;

c. Langkah-langkah Reviu segmen CalK dan Lampiran LK UAKPA;
dan

d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

K. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAPPA-E1
1. Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca.

Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPPA-El yang
diuraikan pada Bab [ angka 2 butir 3), prosedur Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca tingkat UAPPA-EI dititikberatkan pada penelaahan
atas proses kompilasi LRA, LO, dan LPE serta proses rekonsiliasi

Laporan Keuangan Tingkat UAPPAEl dengan Direktorat Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) 4

-
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Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El disusun

dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca
UAPPA-EL;

. Dokumen yang diperiukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca UAPPA-El

c. Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-EI;

dan

o

d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1.

Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAPPA-El bertujuan untuk
memastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-El dan kecukupan
pengungkapan informasi dalam CalK UAPPA-EI telah terpenuhi.
Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAPPA-El disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut :

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
aspek formal LK UAPPA-El dan kecukupan pengungkapan
informasi dalam CaLK UAPPA-E [;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CalK dan
Lampiran LK UAPPA-E];

c. Langkah-langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPPA-
El; dan %
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d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntensi harus segera
melakukan perbaikan danfatau koreksi atas kelemahan
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

L. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAPA

1. Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca.

Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPA yang
diuraikan pada Bab I angka 2 butir 4), prosedur Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca tingkat UAPA dititikberatkan pada penelaahan atas
proses kompilasi LRA LO, LPE, dan Neraca UAPPA-E! yang berada
dibawahnya serta proses rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPA
dengan Dit. APK.

Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA disusun dengun
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a.

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca
UAPA;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca UAPA;

Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA; dan
Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

#
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2. CaLK dan Lampiran LK UAPA.
Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA bertujuan untuk
memastikan bahwa aspek formal LK UAPA dan kecukupan
pengungkapan informasi dalam CaLK UAPA telah terpenuhi.
Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAPA disusun dengan

menggunakan kerangka sebagai berikut :

a,

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
aspek {ormal LK UAPA dan kecukupan pengungkapan informasi
dalam CaLK UAPA;

. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan

Lampiran LK UAPA;

. Langkah-langkah Reviu segmen CalK dan Lampiran LK UAPA;

dan

. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

-

Achmad Ditined, SH. M um. f,
<01P. 195705111984031002 7
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LAMPIRAN I1

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR & TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FORMAT 1:
CONTOH FORMULIR SURAT TUGAS
[KOP Sekretariat Jenderal DPR RI]

SURAT TUGAS
[Nomor Surat Tugas]
Menimbang : a.
b.
Dasar 513
2,
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR R, dengan ini memberi tugas:
Kepada - :

N Nama NIP Peran
0.

AT/KT/PT/PM (pilih salah satq)

AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)

AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)

Untuk : Melaksanakan Reviu ates Laporan Keuangan DPR RI untuk
periode yang berakhir pada tanggal [Tanggal Pelaporan].

Reviu dilaksanakan selama ... (.......seecereeneen..) hari, mulai tanggal (tanggal
mulai) sampai dengan tanggal (tanggal selesai).

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]
Ingpektur Utama,

[Nama Terang]

(NIP] W



FORMAT 2:
CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR)

| Sekretariat Jenderal DPR RI No.Indeks KKR | 1] |
;[lnspekto-rat Utama] Disusun 2] 7
‘ oleh/Tanggal
Direviu [3]
oleh/Tanggal
' Disetujui 4
' l oleh/Tanggal
UAPA | [s]
UAPPA-E1 lf_ M = T R o
UAKPA ' (7
Komponen - [iRA . |6 [ [uE
| i
- |caLk B T
0]
[10] . i
Hasil Pelaksanaan Langkah-Langkah Reviu (Daftar KKR No. Indeks KKR
Pendukung)
e e Taf e, f g
‘Simpulan
[13]
Komentar
[14]
2

e



Petun juk Pengisian:

[1] Diisi dengan Nomor Indeks KKR.

[2] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan .

[3] Diisi dengan nama Pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan Reviu.

[4] Diisi dengan nama pengendali teknis tim Reviu (yang berwenang

menyetujui).

[5] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

[6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Eselon [ (UAPPA-E1).

[7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

yvang Direviu.

[8] Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu.

[9] Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu.

[10] Diisi dengan akun yang menjadi ruang lingkup KKR.

[11] Diisi dengan langkah-langkah Reviu yang dipilih ,

[12] Diisi dengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah Reviu .

[13] Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung.

[14] Diisi dengan Kesimpulan atas pelaksanaan langkah-langkah Reviu .

[15] Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi
persetujuan KKR.

¥



FORMAT 3:
CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Sekretariat Jenderal DPR RI
[Inspektorat Utama]
Sekretariat Jenderal DPR RI

Disusun T H ]
[Inspektorat Utama) ; oleh/Tanggal
Direviu [2] |
oleh/Tanggal
Disetujui [3]
 oleh/Tanggal
E7 Y { | TR ‘-[El M5
UAPPAEL | B
'UAKPA % G
Uraian Catatan Hasil Revin ~ |indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi:
T N mo o S W
Penyajian LK: s
A LRA o =
eSiinioi—— N TEEEEEE—— s L o
7 o i . I o N .
I 3 ny [1z]
C. LPE
i g [ i [14]
D. Neraca
M L s e e i iG]
b S e e e —
e TR [17] i l 18]
S | :
4

e



| Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

[19] ,
[11] nzE

Simpulan E M|

e [13] TR

Tanggapan

i' R = W g

CATATAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI]

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL

LAPORAN] 4

L4



FORMAT 4:

CONTOH FORMULIR IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

| Sekretariat Jenderal DPR RI Disusun (1]
i [Inspektorat Utama) oleh/Tanggal
Direviu [2]
oleh/Tanggal
Disetujui [3]
oleh/Tanggal
UAPA 4]
UAPPA-E1 (5]
UAKPA [6]
Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
No Nama Akun Sebelu | Usulan Status Setelah
m Reviu | Koreksi Koreksi Usulan
Sudah | Belu Koreksi
m
Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Operasional (LO}
No | Nama Akun Sebelu | Usulan Status Setelah
m Reviu | Koreksi Koreksi Usulan
Sudah | Belu Koreksi
m




]_r'i':‘his&; Hasil Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE] .
| No Nama Akun Sebelu  Usulan | Status | Setelah i
i m Reviu Koreksi Koreksi | Usulan
‘Sudah | Belu  Koreksi

m
Ikhtisar Hasil Reviu Neraca
No Nama Akun | Sebelu | Usulan Status Setelah
m Reviu | Koreksi Koreksi Usulan
! Sudah Belu Koreksi
m
!




FORMATS :

CONTOH LAPORAN HASIL REVIU (LHR)
Sekretariat Jenderal DPR RI
[Inspektorat Utama]

LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI]
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL
LAPORAN]
Daftar Isi:

1. Ringkasan Eksekutif

2, Dasar Hukum

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu

4, Metodologi Revin

5. Gambaran Umum Obyek Reviu

6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran
7. Hasil Reviu atas Laporan Operasional

8. Hasil Revin atas Laporan Perubahan Ekuitas
9. Hasil Reviu atas Neraca

10. Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK
11. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan

12. Apresiasi

Daftar Lampiran:
I. Catatan Hasil Reviu (CHR)
II. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)



FORMAT 6:
CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIU TANPA PARAGRAF
PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah meReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa
Neraca per tanggal [Tanggal Neraca), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga, Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan
adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

v



Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang
menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di
atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang
terkait

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]

Inspektur Utama,

[Nama Terang]

[NIP]

B S
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CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIU DENGAN PARAGRAF
PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah meReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa
Neraca per tanggal [Tanggal Neracal, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan  Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan
adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya: (1) [Kelemahan
terhadap penyajian salah satu akun}; (2] [Kelemahan terhadap penyajian
salah satu akun]. Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun
materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak

*

-

manajemen.
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Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang
menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di
atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang
terkait

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]
Inspektur Utama,

[Nama Terang]
[NIP]

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,
chmad Didned, S. Hum,
<NIP. 19570911 1984031002
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN PAKYAT REPUBLIK INDONESEA

JLN JENDERAL :-T"T 5-4
TELF (DZ1) 5718 348

Mersrtang

Dasar

Kepada

w

or

SURAT TUGAS
Nomor : ILM37IST PKPTIRTARAM0/2013

barwa daler rangka Relaksanakan

1

2 n',"an:e' 135 raa’\ "P{;ir‘

3 Pgraturan Dr-fr-ermn Momar 60 Tahun 2008 tentang Sisiem Pangendalian Infem Pemerintzn
(5RIF),

4 Perzluran Menteri Keuargan Republk Indonesia homor 255K 08/2015 tentang Standar
Reviu Alas Laporar: Keuangan Kementarian Neqara / Lembaga,

5  Peraturan Sekratzris Jenderal OFR R! Momor § Tabun 2015 tenteng Organisasi dan Tala Kena
Sekretanal Jendaral dan Badzn Keaklien DFR RI sebagaimara telah bebsrapa kaf divbah
terakhir dengan Peraturan Sekreterls Janderal Momer 7 Tahun 2018;

8 Peraturan Sekrstaris Jenderal Dewan Parwakilan Rakyat Rapubik Indonesia Nomor 10 Tehun
2015 tentang Standar Pengawesan Inspekioral Utama Sskratariat Jandaral Dewan Perwekilzn
Rakyat Republfik Indonesia :

Dengan ini membari lugss
No. ! Nama Jabatan ‘ Hari Penugasan
1. Dr. Dew: Barfans €, MPsi, Q1A Perqandali ] g
. NIP.195200051%8M032001 | rergendaiMute g Bnad
2 Einshinant, SH, MK, i 3 hari
L NIP 19800930 2010011017 | Pargeraa Tekrs T
3. ' Dyah Cilra Arwidyaser, SAB, ME. : 3 hari
| NIP_15791126 2002122 003 ... N
. 4, Denny Ramadcn, S.E. - T 8 han
NIP, 19860531 2009121005 s o
5. i Heru Nugroho, 5.A B, MAP " . 3 han
. NIP. 18811205 206003 1 001 ; Eomisin
8. Fitriyan Lestan, S.E ) s ! 3 han
NIP._ 13920407 2619032 302 | Anggota Tim

7 Mikael Abubakar, S E Argscts Tim 1 B hari
| NP 19040109201903 1601 TR

B ! ; A

{ B M Alizal Archi, AN Ak, Anggots T 8 hari

NP 19980205 201903 1 901 i
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CATATAN HASIL REY
UNIT AKUNTANSE

SEFRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN DEWAN FERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INGONESIA

T R L R
Dowan Porwakilan Rakyat

t Jenderal Uan

Dani Revie ot 3 SR 2

2 Urzian Catal

‘Penyeienggars Akuntans B =
Pemy an Laporan Keuanganh Lerpedomain p 2046 Tentang pedoman penyusunan dan perysmpaan
Kementrian/Lembaga

untuk Periode -
ILPE),

Laporan Kauan
[Penyusunan Isparan kevangan Setjen dan BK DPR RI diaksanakan dengan menggunakan aplikasi E- Rekon
{September 2019 yang terdin darf Laporan Realigag: Anggaran (LRA), Laporan Operasional {LO} Laporan Perubahan Ekuita
'dan Neraca. Laporan Kcuangan tersebut moerupakan b Lapcran Keuangan Satker Dewan dan Satker Setjen.

il konsofidasi dan L




